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ABSTRAK
Nama :Moh.FadhelJ.Maronie
NIM :10300113149
Jurusan :HukumPidanadanKetatanegaraan
Judul :ImplementasiUUNomor83Tahun2008TentangBantuan
Hukum SecaraCuma–Cuma(PRODEO)OlehYayasanPatriot
IndonesiadiMakassar
PenulisanskripsiinimenitikberatkanpenelitiantentangImplementasi
UU nomor83tahun2008tentangbantuanhukum secaracuma-cuma
(PRODEO)olehYayasanPatriotIndonesiadiMakassar.
DariLatarbelakangmasalahyangterjadi,penyusunmencobamengkaji
danmenelitilebihlanjutyangbertujuan,melihatsejauhmanaperanOBH
YayasanPatriotIndonesiadalammemberikanbantuanhukumsecaraCuma-
Cumakepadamasyarakatmiskinyangtidakmampumenyewapengacara
untukmendampingibaiksecaralitigasimaupunnonlitigasi.
DalamPenelitianinipenelitiberusahamenggaliinformasiberupafakta
maupunopiniyangdikumpulkandenganmenggunakanmetodologipenelitian
kualitatiflapangan(fieldresearch).
Darihasilpenelitiandenganmetodedanpendekatanpenelitianyang
digunakanpeneliti,penelitiberhasilmenemukanbahwasanyapadaOBH
Yayasan PatriotIndonesia diMakassarsudah cukup berperan dalam
melaksanakanamanahUndang-UndangNomor16tahun2011tentang
BantuanHukum sertaPasal1ayat(3)PeraturanPemerintahNomor83
Tahun2008tentangPersyaratandanTataCaraPemberianBantuanHukum
SecaraCuma-Cuma,danjugaberhasilmengidentifikasibahwasanyafaktor
yangmenghambatimplementasiundang-undangterebutbersumberdari
perembesandanayangdigunakanolehOBHYayasanPatriotIndonesiadalam
memberikanbantuanhukum secaraprodeoyangdirasatidaksebanding
dengankinerjamereka.
Implikasiyang dihasilkan penyusun agarOBH Yayasan Patriot
Indonesiadapatberperansecaramaksimaldalam memberikanbantuan
hukumsecaraprodeoadalahperlunyadiadakanpembaharuandalamsistem
perembesandanadariKementrianHukumdanHAMterkaitanggaranyang
disediakanuntuktiap-tiapLBHdalam memberikanbantuanhukum secara
prodeo.Selainpersoalandana,perlujugadibenahidarisegipelayanan.
Sebaiknyaadastafyangmenjagadikantoruntukmemberikanarahankepada
penerimabantuanhukum tentangtatacaramemperolehbantuanhukum
secaracuma-cuma.
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
NegaraKesatuanRepublikIndonesiaadalahnegarahukum.Prinsip
negarahukummenjaminkepastian,ketertiban,danperlindunganhukumyang
berintikankebenarandankeadilan.Kepastian,ketertiban,danperlindungan
hukum tersebutmenuntutadanyapengembangansistem hukum nasional
yangkomprehensifmeliputikegiatanpembuatanhukum,pelaksanaanatau
penerapanhukum,peradilanataspelanggaranhukum,pemasyarakatandan
pendidikanhukum,sertapengelolaaninformasihukum.
Pemberianbantuanhukumadalahsalahsatuperwujudandariamanat
Pasal28Dayat(1)Undang-UndangDasar1945yangmenyatakan“Setiap
orangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungan,dankepastianhukum
yangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum”.
1
Undang-Undang
Dasar1945mengualifikasikanhakataspengakuan,jaminan,perlindungan,
dankepastianhukumyangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum
sebagaibagiandarihakasasimanusia.
Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar1945 membawa
konsekuensitertentu,baikterhadappengualifikasiannyamaupunpihakmana
yang memilikikewajiban utama dalam pemenuhannya.Oleh karena
disebutkansecararesmidalam konstitusi,makahaktersebutdikualifikasi
1
RepublikIndonesia,Undang-UndangDasar1945,(Jakarta:SekretariatJenderaldan
KepaniteraanMahkamahKonstitusiRI,2011),h.47.
2sebagaihakkonstitusionalsetiap warga negara.Sehingga pemegang
kewajibanutamadalampemenuhannyaadalahnegara.
Bantuanhukum merupakansuatumediayangdapatdigunakanoleh
semuaorangdalam rangkamenuntuthaknyaatasadanyaperlakuanyang
tidaksesuaidengankaedahhukum yangberlaku.Halinididasarioleharti
pentingnyaperlindunganhukumbagisetiapmanusiasebagaisubjekhukum
gunamenjaminadanyapenegakanhukum.Bantuanhukum itubersifat
membelamasyarakatterlepasdarilatarbelakang,asalusul,keturunan,warna
kulit,ideologi,keyakinansertakayamaupunmiskin.
Namunpadakenyataannyamasihbanyakmasyarakatyangtidak
mampu untukmembayarjasa penasihathukum untukmenyelesaikan
perkaranyadipengadilan.Padapraktiknyabantuanhukum yangdiberikan
olehnegaramelaluipengadilanlebihbanyakmenyangkutperkara-perkara
pidanaprodeodimanaterdakwayangdikenaiancaman5(lima)tahunatau
lebihnamuntidakmampumenyewapenasehathukum makapengadilan
menunjukpenasehathukum untukmemberibantuanhukum cuma-cuma,
sebagaimanaamanahPasal56KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana
(KUHAP),akantetapipadafaktanya,kebutuhan-kebutuhantersebutbelum
tersentuhsecaramerata.
Adanyaketidakmampuanmasyarakatsecarafinansialuntukmenuntut
haknyasesuaidenganprosedurhukum,menuntutuntukdiadakannyasuatu
kebijaksanaansehinggadapatmengajukansuatuperkaradengantidak
terbenturolehbiaya.Sehinggabagipihakyangkurangmampu,dapat
3mendapatkanbantuanhukumsecaracuma-cumadariseorangadvokat.
Perananadvokatdanpenasihathukum dalam memberikanbantuan
hukum secaracuma-cumadalam prosesperkaraperdatabagiorangyang
tidakmampuataugolonganlemah sangatlahpenting.Seorangpenasihat
hukumdalammenjalankanprofesinyaharusselaluberdasarkanpadasuatu
kebenaran,keadilan,dankemanusiaangunamewujudkansuatupemerataan
dalam bidanghukum yaitukesamaankedudukandankesempatanuntuk
memperolehsuatukeadilan.
Persamaandihadapanhukum tersebutdapatterealisasidandapat
dinikmatiolehmasyarakatapabilaadakesempatanyangsamauntuk
mendapatkankeadilan.Persamaandihadapanhukum harusdiringipula
dengan berbagaikemudahan untuk mendapatkan keadilan,termasuk
didalamnyapemenuhanhakatasbantuanhukum.Pemberianbantuanhukum
jugadapatdiberikanolehAdvokatsebagaimanadiaturjugapadaPasal1ayat
(3)PeraturanPemerintahNomor83Tahun2008tentangPersyaratandan
TataCaraPemberianBantuanHukumSecaraCuma-Cuma,bahwa:
Bantuanhukumsecaracuma-cumaadalahjasahukumyangdiberikan
Advokattanpamenerimapembayaranhonorariummeliputipemberian
konsultasihukum,menjalankan kuasa,mewakili,mendampingi,
membela,danmelakukantindakanhukum lainuntukkepentingan
pencarikeadilanyangtidakmampu.
2
AturandiatasdipertegasdenganadanyaUndang-UndangNomor18
Tahun2003tentangAdvokatyangmenyebutkanbahwaAdvokatwajib
memberibantuanhukumsecaracuma-cumakepadapencarikeadilanyang
2
Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor83 Tahun 2008 Tentang
PersyaratandanTataCaraPemberianBantuanHukumSecaraCuma-Cuma,pasal1,ayat3.
4tidakmampu.
HaldiatasjugasejalandenganlahirnyaUndang-UndangNomor16
Tahun2011tentangBantuanHukum.Adapunmaknadarilahirnyaundang-
undangtersebutadalah Pertama,denganadanyaundang-undangtersebut
setiaporang,khususnyawarganegaratidakmampuberhakatasbantuan
hukum dannegarabertanggungjawabmemenuhihaktersebutdengan
menyediakananggaranyangmemadai.Hakatasbantuanhukumadalahhak
dasarsetiapwarganegarayangsamakedudukannyadenganhak-haklain
sepertikesehatan,pekerjaan,sandangdanpangan,danseterusnya.
Kedua,negaramelaluiDepartemenHukum danHAM bertanggung
jawabmengelolaprogram bantuanhukum secaraakuntabel,sehingga
implementasinyadapatdirasakanmanfaatnyaolehmasyarakatdengan
menerima bantuan hukum yang profesional,bertanggung jawab dan
memenuhirasakeadilanparapencarikeadilan.Denganadanyaprogram
bantuanhukumdiharapkantidakakanterjadilagiperistiwaperlakuanyang
tidakadilterhadappihakyangtidakmampuyangtersangkutperkara
khususnyaperkarapidana.
Prinsipperlakuanyangsamadihadapanhukum (equalitybeforethe
law)adalahperwujudannegarahukum sebagaimanadiaturdalam Pasal1
ayat(3)Undang-UndangDasar1945.Pemenuhannyasangatpentingdan
fundamental,karenaselainsebagaibentukperlindungandanpersamaan
dihadapanhukum,prinsipinimerupakanpilarutamadalam mewujudkan
5peradilanyangadil(fairtrial).
3
Peradilanyangadilsangatsulittercapai
apabilaparapihaktidakberadadalamkedudukanyangsetara.
Adanya faktorhak konstitusionaldiatas dan ketidakmampuan
masyarakatdalam halfinansialsertakemiskinanpengetahuanmasyarakat
terhadaphukum,negaramemberikanbantuanhukum secaracuma-cuma.
Halinisebagaikonsekuensidarikewajiban negara untuk menjamin
tersedianyabantuanhukumbagiwarganegaranyamakadituntuttanggung
jawabyangcukupbesardarinegaradalam pelaksanaanbantuanhukum.
Misalnya dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dukungan untuk
melaksanakanpemberianbantuanhukumtersebut.
Penyediaanfasilitasolehnegaratersebutsalahsatunyadengan
membentukOrganiasiBantuanHukum yangdisingkatOBH.OBHtersebut
dibentukberdasarkan Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang
KekuasaanKehakimansebagairealisasidariUndang-UndangDasarNegara
1945Pasal28DAyat(1)yangmemuattentangjaminankeadilandan
persamaandihadapanhukum.
Didalam Al-Qur’andanhadissecarategasjugadijelaskanbahwa
memberipertolongan (bantuan)antara manusia,dalam semua aspek
kehidupansangatdianjurkanterutamadalamperkara-perkarakebajikandan
sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk
mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Alah swt,halini
3
ChrisbiantorodanM.NurSholikinSatrioWirataru,BantuanHukum MasihSulit
Diakses:HasilPemantauandiLimaProvinsiTerkaitPelaksanaanUndang-UndangNo.16
Tahun2011TentangBantuanHukum,(Jakarta:Kontras,PSHK&AIPJ,2014),h.1.
6sebagaimanaAlahswtberfirmandalamQS.Al-Maidah/5:2yangberbunyi:
Terjemahnya:
Dantolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan)kebajikandan
takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuatdosa dan
permusuhan.BertakwalahkepadaAlah,sungguh,Alahamatberat
siksa-Nya.
4
AyatdiatasmenjelaskanbahwaAlahswtmemerintahkanpada
hamba-Nyayangberimanagarsalingtolongmenolongdalam melakukan
berbagaikebajikan.Danitulahyangdimaksuddengankataal-birr(kebaktian).
Dantolongmenolonglahkaliandalammeninnggalkanberbagaikemungkaran.
Daninilahyangdimaksuddengantakwa(dalamartisempit,yaknimenjaga
untuktidakmelakukankemungkaran).
5
Dalampermasalahanyangdiuraiandalamlatarbelakangtersebut,hal
inimenarikuntukdikajibagipenyusundanuntukmenelitimasalahiniserta
memaparkanmasalahinidalambentukskripsidenganjudul“Implementasi
UUNomor83Tahun2008TentangBantuanHukum SecaraCuma-Cuma
(PRODEO)OlehYayasanPatriotIndonesiadiMakassar”.
B.FokusPenelitiandanDeskripsiFokus
4
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahnya(Bandung:SyaamilQuran.2007),
h.106.
5
TimAhliTafsir,ShahihTafsirIbnuKatsirJilid3,(Jakarta:PustakaIbnuKatsir,2000),
h.13.
71.FokusPenelitian
Agarpermasalahanyangdikajidalampenulisanskripsiinitidakterlalu
luasdanmenyimpangdarirumusanpermasalahanyangditentukan,maka
penelitianperludibatasipermasalahannyasesuaidenganjudulskripsiini,
makapenulismembatasipermasalahantentangimplementasiUUnomor83
tahun2008tentangbantuanhukumsecaracuma-cumaolehYayasanPatriot
IndonesiadiMakassar.
2.DeskripsiFokus
a.ImplementasiBantuanHukum
MenurutKamusBesarBahasaIndonesia“Implementasiialahproses,
cara,perbuatan melaksanakan (rancangan,keputusan,dsb).”
6
Dalam
penelitianiniyangdimaksudadalahprosespemberianbantuanhukum
kepadapencarikeadilanyangdapatdigolongkanmasyarakattidakmampu
(miskin)olehOrganisasiBantuanHukum YayasanPatriotIndonesiadi
Makassar.
BantuanHukummenurutKamusBesarBahasaIndonesia(KBBI)ialah
tindakanyangdilakukanolehseseorangyangmemilikikedudukandalam
lingkunganmasyarakat.
7
Dalam haliniadalahadvokat,dosen,paralegal
maupunmahasiswahukum.
6
DepartemenPendidikanNasional,KamusBesarBahasaIndonesia,EdisiKeempat,
(Jakarta:GramediaPustakaUtama,2008),h.357.
7
DepartemenPendidikanNasional,KamusBesarBahasaIndonesia,EdisiKeEmpat,
(Jakarta:GramediaPustakaUtama,2008),h.1051.
8BantuanHukum adalahjasahukum yangdiberikanolehpemberi
bantuanhukumsecaracuma-cumakepadapenerimabantuanhukum.Tujuan
bantuanhukum disiniadalahsebagaisyaratuntukberjalannyafungsi
maupunintegritasperadilanyangbaikbagimerekayangtermasukgolongan
miskin,menuruthukumyangberlaku,denganberlandaskankemanusiaan.
Bantuanhukum yangdimaksuddalam penelitianiniadalahBantuan
hukumyangdigolongkandalamjenisLegalAidyakni:
1.Pemberianjasabantuanhukumdilakukandengancuma-cuma;
2.Bantuaninilebihdikhususkanbagiyangtidakmampudalamlapisan
masyarakatmiskin;
3.Motivasidaribantuanhukum legalaidadalahmenegakkanhukum
denganjalanmembelakepentingandanhakasasirakyatkecilyang
tidakpunyadantidakmengertihukum.
b.OrganisasiBantuanHukum(OBH)
OBH adalahsalahsatulembagapemberibantuanhukum yang
diamanatkanolehPasal1ayat(3)Undang-UndangNomor16Tahun2011
TentangBantuanHukum,bahwa:
PemberiBantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau
organisasikemasyarakatanyangmemberilayananbantuanhukum
berdasarkanundang-undangini.
8
OrganisasiBantuanHukum/LembagaBantuanHukum sebagaisalah
8
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor16Tahun2011TentangBantuan
Hukum,(Jakarta:KementerianHukumdanHAM,2013),h.3.
9satu subsistem dariperadilan pidana (criminaljusticesystem)dapat
memegangperananyangpentingdalam membeladanmelindungihak-hak
tersangka.
9
FokusPenelitian DeskripsiFokus
a.ImplementasiBantuanHukum Dalam penelitianiniyangdimaksud
adalah proses pemberian bantuan
hukumkepadapencarikeadilanyang
dapatdigolongkanmasyarakattidak
mampu (miskin) oleh Organisasi
Bantuan Hukum Yayasan Patriot
IndonesiadiMakassar.
Bantuan hukum yang dimaksud
dalam penelitianiniadalahBantuan
hukumyangdigolongkandalamjenis
LegalAidyakni:
1)Pemberianjasabantuanhukum
dilakukandengancuma-cuma;
9
FransHendraWinarta,BantuanHukum(SuatuHakAsasiManusiaBukanBelas
Kasihan),(Jakarta,PTElexMediaKomputindo,2000),h.64.
10
2)Bantuan inilebih dikhususkan
bagiyangtidakmampudalam
lapisanmasyarakatmiskin;
3)Motivasidaribantuan hukum
legalaid adalah menegakkan
hukum dengan jalan membela
kepentingandanhakasasirakyat
kecilyangtidakpunyadantidak
mengertihukum.
b.OrganisasiBantuanHukum Salahsatusubsistem dariperadilan
pidana (criminal justice system)
dapat memegang peranan yang
penting dalam membela dan
melindungihak-haktersangka.
C.RumusanMasalah
Berdasarkandarilatarbelakangdiatas,makapenyusunmerumuskan
masalahpokokyaitu:
11
“BagaimanaimplementasiUUnomor83tahun2008tentangbantuan
hukum secarauma-cuma(PRODEO)olehyayasanpatriotIndonesiadi
Makassar.
Adapunyangmenjadisubmasalahdanpenelitianyaitu:
1.BagaimanaperanOBHYayasanPatriotIndonesiadiMakassardalam
beracarasecaracuma-cuma?
2.Faktor–faktorapasajayangmenjadipenghambatOBHYayasan
PatriotIndonesiadiMakassardalamberacarasecaracuma-cuma?
D.KajianPustaka
Daribeberapapenelusuranyangtelahdilakukan,tidakditemukan
penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini.Namun,
ditemukanbeberapapenelitianyangmemilikipambahasanyangberkaitan
denganpenelitianini.Penelitian-penelitiantersebutdapatdikategorikan
sebagaiberikut:
SkripsiNuriasminRahmadanySunethdenganjudul“Tinjauanterhadap
EksistensidanPeranPosBantuanHukum dalam PenyelesaianPerkara
PerdatadiPengadilanNegeriSungguminasa”Skripsiinihanyamembahas
pemberianbantuanhukum dalam halperdatasedangkanpemberian
bantuanhukum lebihdiperuntukkanbagitersangkayangterjeratkasus
pidanasebagaimanadalamPasal54KitabUndang-UndangHukumAcara
Pidana(KUHAP)yangberbunyi:
10
10
NuriasminRahmadanySunet,TinjauanterhadapEksistensidanPeranPosBantuan
Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata diPengadilan NegeriSungguminasa,
12
“Gunakepentinganpembelaan,tersangkaatauterdakwaberhak
mendapatbantuanhukumdariseorangataulebihpenasihathukum
selamadalamwaktudanpadasetiaptingkatpemeriksaan,menurut
tatacarayangditentukandalamundang-undangini.”
11
BukuyangberjudulBantuanHukum(SuatuHakAsasiManusiaBukan
BelasKasihan),bukuinimenjelaskantentangbantuanhukummerupakan
hakdarisemuaorangyangdapatdiperolehtanpabayar(probonopublico)
sebagaipenjabaranhakdihadapanhukum.Bukuinimencobamengulas
denganjujurapasajayangdapatdilakukanuntukmemaksimalkanupaya
gerkanbantuanhukum,supayapelanggaranhakasasiseorangtersangka
tidakterjadilagiatausetidaknyadapatdiminimalkan.
12
BukuyangberjudulBantuanHukum dalam Hukum Islam,bukuini
menjelaskantentangbantuanhukum merupakanobyekkajianyang
pentingdanmenarikuntukdikajidisebabkanbeberapahal,yakni;pertama,
belumbanyaknyaliterturyangsecaraspesifikmenjelakanbantuanhukum,
baiksecarakonsepsionalmaupuninstitusional,sehinggaobyekkajianini
belum mendapatkanperhatianyanglayak;kedua,perludilacakkonsep
bantuanhukum dalam Islam hubungannyadenganpraktikpenegakan
hukum dalam lintasansejarahhukum Islam;ketiga,konsepbantuan
hukumdanprofesikepengacaraansyariahbarutumbuhdiIndonesiapada
tahun1970-an,padahalhukum islam sudahberlakusejakfaseawal
(Makassar,FakultasSyari’ahdanHukumUinAlauddinMakassar,2016).
11
Pasal54KUHAP,KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana,(Bogor,Politeia,
1997),h.57-58.
12
FransHendraWinarta,BantuanHukum(SuatuHakAsasiManusiaBukanBelas
Kasihan),(Jakarta,PTElexMediaKomputindo,2000).
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perkembanganIslam itusendiri,terlebihlagiperludikajipeluangdan
tantanganbagisarjanasyariahuntukberprofesisebagaiadvokatatau
pengacara;keempat,belumperludikajipulapenerapankonsepdanteori
bantuanhukum dalam hukum Islam hubungannyadenganUndang-
UndangAdvokatdanprosespene-gakanhukumIslamPeradilanAgama.
13
Dengandemikiandarimelihatbeberapabukuyangdikemukakan
diatastidaksatupunyangmembahastentangimplementasiUUnomor83
tahun2008tentangbantuanhukumdalamberacarasecaracuma-cuma
(PRODEO).Namun,adasatubukuyangmenjelaskantentangbantuan
hukum dalam beracarasecaracuma-cuma(PRODEO)tetapibelum
signifikan didalam mengemukakan tentang haltersebutkarena itu
diperlukanpenelitianlanjutan.
E.TujuandanKegunaanPenelitian
1.TujuanPenelitian
Adapuntujuanyangingindicapaidaripenelitianiniadalah
sebagaiberikut:
a.UntukmengetahuiperanOBHYayasanPatriotIndonesiadiMakassar
dalamberacarasecaracuma-cuma.
b.Untukmengetahuifaktor-faktoryangmenjadipenghambatOBHYayasan
PatriotIndonesiadiMakassardalamberacarasecaracuma-cuma.
13
DidiKusnandi,BantuanHukumdalamHukumIslam(HubungannyadenganUU
AdvokatdanPenegakanHukumdiIndonesia),(Jakarta,KEMENTERIANAGAMARI,2011).
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2.KegunaanPenelitian
Adapunkegunaandaripenelitianiniadalah:
a.KegunaanIlmiah
Diharapkanpenelitianinimemberikansumbanganpemikiran
untukdijadikanbahanpenelitianyangakandatang,danjugasebagai
teguranterhadappemerintahuntuklebihsigapdalam memberikan
pelayananpublikberupabantuanhukummelaluiOBHYayasanPatriot
IndonesiadiMakassaryangharusbenar-benardiberikankepada
masyarakatyangkurangmampu
b. KegunaanPraktis
1)Dapatmemberikan informasimaupun saran sebagaibahan
pertimbanganbagiparapenegakhukumdalammemberikanbantuan
hukumbagimasyarakattidakmampumelaluiOBHYayasanPatriot
IndonesiadiMakassar.
2)Menjadisalahsatukontribusiakademisbagimasyarakatyangmasih
kurangpaham denganpelaksanaanperanOBH YayasanPatriot
Indonesiadalam penyelesaiaanperkarakhususnyaperkarapidana
secaracuma-cumadiMakassar.
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BABI
TINJAUANTEORITIS
A.TeoriKeadilan
Kata“adil”merupakankatabahasaIndonesiayangberasaldarikata“al
-adlu”.Adilbermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan
memberikanyangmenjadihaknya,yangdidasarkanpadaprinsipbahwa
semuaorangsamakedudukannyadidepanhukum.Dengandemikian,
tuntutanyangpalingmendasardarikeadilanadalahmemberikanperlakuan
danmemberikesempatanyangsama(equalityandfairness)terhadapsetiap
orang.
BerdasarkanketentuanPasal1ayat(3)Undang-UndangDasar1945
menegaskanbahwa“NegaraIndonesiaadalahNegaraHukum”,sedangkan
Pasal28Dayat(1)tercantumbahwa“setiaporangberhakataspengakuan,
jaminan,perlindungandankepastianhukum yangadilsertaperlakuanyang
samadihadapanhukum”.
Ketentuandalampasaltersebutdiatastelahmemberikanpengakuan,
jaminan,perlindungan,dankepastianhukum yangadilbagisetiaporang
tanpamembedakansuku,agamaataukedudukanderajathidupnya.Dalam
halinijugatermasukorangyangtidakmampu,untukmendapatkanakses
terhadapkeadilanagarhak-hakmerekaatasjaminanperlindungandan
kepastianhukum yangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum
15
dapatdiwujudkan.
Dalam negarahukum,negaramengakuidanmelindungihakasasi
manusia bagisetiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.
Penyelenggaraaan pemberian bantuan hukum kepada warga negara
merupakanupayauntukmemenuhidansekaligussebagaiimplementasi
negarahukum yangmengakuidanmelindungisertamenjaminhakasasi
warganegaraakankebutuhanaksesterhadapkeadilan(accesstojustice)
dankesamaandihadapanhukum(equalitybeforethelaw).
MenurutJohnRawls,keadilanadalahkebajikanutamadalaminstitusi
sosial,sebagaimanakebenarandalam sistem pemikiran.Suatuteori,
betapapunelegandanekonomisnya,harusditolakataudirevisijikaiatidak
benar,demikianjugahukumdaninstitusi,tidakpedulibetapapunefisiendan
rapinya,harusdireformasiataudihapuskanjikatidakadil.
1
MenurutRawls,prinsippalingmendasardarikeadilanadalahbahwa
setiaporangmemilikihakyangsamadariposisi-posisimerekayangwajar.
Karenaitu,supayakeadilandapattercapaimakastrukturkostitusipolitik,
ekonomi,danperaturanmengenaihakmilikharuslahsamabagisemuaorang.
Rawlsmemilikihasilpemikiranyangtertuangdalam istilahnyayang
terkenalyaitu“ThePrinciplesofJustice”(Prinsip-PrinsipKeadilan). Prinsip
KeadilanRawlsterdiridariduahalyaitu:
1
John Rawls,TeoriKeadilan,Dasar-DasarFilsafatPolitikUntukMewujudkan
KesejahteraanSosialdalamNegara,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2006),h.3.
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(1)eachpersonistohaveanequalrighttothemostextensivetotal
system ofequalbasiclibertiescompatiblewithasimilarsystem of
libertyforal.(2a)socialandeconomicinequalitiesaretobearranged
sothattheyaretothegreatestbenefitoftheleastadvantagedand(2b)
areatachedtoofficesandpositionsopentoalunderconditionsoffair
equalityofopportunity.
2
Prinsippertamamenyatakanbahwasetiaporangatauwarganegara
harusmendapatkanhakyangsamadarikeseluruhansistem sosialdalam
mendapatkankebebasanpalinghakikiyangditawarkanpadamanusia.
Kebebasantersebuttertuangpadaseperangkathakyangmelekatpadatiap
individu,sepertihakuntukmenyatakanpendapat,hakuntukberasosialisi,hak
untukikutsertaaktifdalamsistempolitikdansosial,danhaltersebutharus
berlakusecarasamapadasetiapindivdu.Prinsippertamainidisebutsebagai
prinsipmengenaikebebasandanhakdasarmanusiayangperludiperoleh
dengansetarapadasetiapindividu.
Prinsipkeduamenyatakanbahwaketimpangansosialdanekonomi
diatursedemikianrupaagarmemberikankeuntunganterbesarbagikalangan
yangpalingtidakberuntungdalam masyarakat.Dengankehadiranprinsip
keduabagian(a),makabagian(b)memberikankesempatanyang fairpada
setiaporanguntukmendapatkankesempatanyangsamadalamkeseluruhan
sistem sosial,politik,ekonomi.Makatugaspemerintah,masyarakat,dan
individumenjadimutlakuntukdijalankandemimemenuhikeseluruhanprinsip
2
AriSaputra,“TinjauanYuridisKebijakanDekriminalisasiTindakPidanaKorupsi
TerkaitPerolehanKekayaanBerdasarkanRUU PengampunanPajakNasional”,Skripsi,
BandarLampung:ProgramStudiIlmuHukumFakultasHukumUniversitasLampung,2016.
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tersebut.
Aristoteles,seorang filsufterkenalYunanimemperkenalkan dua
macamkeadilan,yaitukeadilandistributifdankeadilancommutatif.Keadilan
distributifialahkeadilanyangmemberikankepadatiaporangjatahmenurut
jasanya.Iatidakmenuntutsupayatiap-tiaporangmendapatbagianyang
samabanyaknya,bukanpersamaaan,melainkankesebandingan(berimbang).
Intinyaadalahsemuaorangataukelompokmasyarakatdiperlakukansecara
samaolehnegaradihadapandanberdasarkanhukumyangberlaku.Semua
pihakdijaminuntukmendapatkanperlakuanyangsamasesuaidengan
hukumyangberlaku.
3
Keadilancommutatifialahkeadilanyangmemberikan
pada setiap orang sama banyaknya dengan mengingat jasa-jasa
perseorangan.
4
Menurutsebagianbesarteori,keadilanmemilikitingkatkepentingan
yangbesar.MulaidariteorihukumalamSocreteshinggaFrancoisGeny,yang
tetapmengutamakan“thesearchforjustice”.Yangkemudianberkembang
denganlahirnyateorikeadilanyangmenyangkuthakdankebebasan,peluang
kekuasaan,pendapatandankemakmuran.Selainitujugalahirteorikeadilan
sosialmenurutJohnRawlsdanteorihukum dankeadilanmenurutHans
3
AmranSuadi,SistemPengawasanBadanPeradilandiIndonesia,(Jakarta:Rajawali
Pers,2014),h.27.
4
“JurnalMimbarHukum danPeradilan”,EdisiNo.77,(Jakarta:PPHIMM,2013),h.
139.
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Kelsen.Akantetapi,denganadanyaberagam teorikeadilanmemberikan
pemikiranbahwatidakjelasapayangdituntutdarikeadilandanrealita
ketidakadilan,karenadefinisiapakahkeadilanitutidakjelas.Keadilanpada
intinyaadalahmeletakkansegalasesuatupadatempatnya.
5
“AksesMenujuKeadilan”atauyanglebihumumdikenaldenganistilah
”AccesstoJustice”.PengertianAksesMenujuKeadilanadalah“Kesempatan
ataukemampuansetiapwarganegaratanpamembedakanlatarbelakangnya
(ras,agama,keturunan,pendidikan,atautempatlahirnya)untukmemperoleh
keadilanmelaluilembagaperadilan”.
6
Termasukjugaaksesbagimasyarakat
khususnyabagimasyarakatmiskin,butahukum,dantidakberpendidikan
terhadapmekanismeyangadildanakuntabel(bertanggungjawab)untuk
memperolehkeadilandalamsistemhukumpositifmelaluilembagaperadilan.
Dalam katalain,pengadilansebagaipelaksanahukum adalahsuatu
lembagayangakanmemberikankeadilanbagimerekayangmencarikeadilan,
tidakpedulisiapapundanbagaimanapunlatarbelakangnya.Namun,dalam
kenyataaannya,hukum sejaksemulaselalumengandungpotensiuntuk
cenderungmemberikankeuntungankepadamerekadarigolonganyanglebih
mampusecarafinansial.
5
Wikipedia,“Keadilan”,htps://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan(5September2015)
6
“JurnalMimbarHukumdanPeradilan”,EdisiNo.75,(Jakarta:PPHIMM,2012),h.
149.
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“AksesMenujuKeadilan”dilandasiolehsemangatuntukmelindungi
hak-hakwarganegarayangsecaraekonomiskurangberuntung,bukanhanya
padasaatmenghadapimasalahdiperadilan,tetapijugameliputihaknya
untukmemperolehinformasimengenaisegalasesuatuyangberkaitan
denganlembagapengadilan.“aksesmenujukeadilan”meletakkantitikberat
kepadapelayanansistemperadilankepadamasyarakat,khususnyagolongan
masyarakatyangtidakmampusecarafinansial.“AksesMenujuKeadilan”
adalahhaksetiaporanguntukmendapatkanaksesmemperolehkeadilan
melaluilembagaperadilanyangmerupakanHakAsasiManusia.Prinsip
keadilandapatdimplementasikandalam praktikhukum acarabaiklitigasi
maupunnonlitigasiuntukmendamaikanparapihakyangbersengketadi
pengadilan.
7
Berdasarkanprinsipiniseorangadvokatataupengacaradalam
melakukanpraktikbantuanhukum hendaknyasemata-mataditunjukkan
untuk membantu klien dalam pemenuhan hak-hak hukumnya dan
menegakkanhukumdenganseadil-adinya.
Jadi,prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam
memeliharakeseimbanganmasyarakatdanmendapatkanperhatianpublik.
Penerapannya dapatmenjamin kesehatan masyarakatdan membawa
kedamaiankepadajiwamereka.Sebaliknyapenindasan,kezaliman,dan
7
DidiKusnadi,BantuanHukumdalamHukumIslam(Jakarta:KementerianAgamaRI,
2011),h.232.
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diskriminasitidakakandapatmembawakedamaiaandankebahagiaan.
8
B.BantuanHukum
Bantuanhukum berasaldarikata“bantuan”yangberatipertolongan
dengantanpamengharapkanimbalandankata“hukum”yangmengandung
pengertiankeseluruhankaidahataunormamengenaisuatusegikehidupan
masyarakatdenganmaksuduntukmenciptakanperdamaian.
Bantuanhukumataubiasadisebutlegalaidmemilikiberagamdefenisi
yaitu:
Black’sLaw Dictionarymisalnya,mendefinisikan bahwabantuan
hukum adalah, “Country wide system administered localy
by legal servicesisrenderedtothoseinfinancialneedandwhocan
not afford privatecounsel.” 
9
TheInternationalLegalAidmenyatakan:
“Thelegalaidworkisan accepted plan underwhichtheservicesofthe
legalprofessionaremadeavailabletoensurethatnooneisdeprived
oftherightto receivelegaladviceor,wherenecessarylegal
representationbeforethecourtsortribunals,especialybyreasonof
hisorherlackoffinancialresources”.
10
MenurutZulaidibantuanhukumberasaldariistilah“legalassistance
danlegalaid”.Legalaidbiasanyadigunakanuntukbantuanhukumdalamarti
sempitberupapemberianjasadibidanghukumkepadaseorangyangterlibat
dalamsuatuperkarasecaracuma-cumaataugratisbagimerekayangtidak
8
VariaPeradilan,MajalahHukumTahunkeXXINo.252November2006,(Jakarta:
KkatanHakimIndonesiaIKAHI,2006),h.51.
9
BryanA.Garner,Black’sLawDictionary,(ClaitorsPubDivision,2014),h.915.
10
FransHendraWinarta,ProbonoPublico:HakKonstitusionalFakirMiskinUntuk
MemperolehBantuanHukum,(Jakarta:GramediaPustakaUtama,2009),h.20.
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mampu(miskin).Sedangkanlegalassistanceadalahistilahyangdigunakan
untukmenunjukkanpengertianbantuanhukum kepadamerekayangtidak
mampu, yang menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya
mempunyaiorientasiyangberbedasatusamalain.
11
FransHendraWinatamenyatakanbahwa,bantuanhukummerupakan
jasahukum yangkhususdiberikankepadafakirmiskinyangmemerlukan
pembelaansecaracuma-cumabaikdiluarmaupundidalam pengadilan,
secarapidana,perdatadantatausahanegara,dariseseorangyangmengerti
selukbelukhukum,asas-asasdankaidahhukum,sertahakasasimanusia.
12
PernyataanyangdiberikanFransHendraWinata,ternyatasejalan
denganUndang-UndangNomor16tahun2011tentangBantuanHukum,
dalam Pasal1ayat(1)undang-undangtersebutdikatakanbahwabantuan
hukum adalahjasahukum yangdiberikanolehpemberibantuanhukum
secaracuma-cumakepadapenerimabantuanhukum.PenerimaBantuan
Hukum adalahorangataukelompokorangmiskin.SedangkanPemberi
Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatanyangmemberilayananbantuanhukum.
MenurutpendapatMauroCappeleti,bantuanhukum bagisimiskin
11
YLBHI,PanduanBantuanHukumdiIndonesiaEdisi2014,(Jakarta:YLBHI,Yayasan
OborIndonesiadanAustralianAid,2014),h.468.
12
FransHendraWinarta,ProbonoPublico:HakKonstitusionalFakirMiskinUntuk
MemperolehBantuanHukum,h.23.
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umumnyadiartikansebagaipemberianjasa-jasahukum,kepadaorang-orang
yangtakmampuuntukmenggunakanjasa-jasaadvokatatauprofessional
lawyers.Meskipunmotivasiataupunalasan-alasanpadapembrianbantuan
hukumkepadasimiskininiberbeda-bedadarizamankezaman,namunada
satuhalyangkiranyatidakberubah,sehinggamerupakansatubenangmerah,
yaitudasarkemanusiaan.
13
Pengertianbantuanhukumdapatdibagimenjadi3yaitu: 
14
1.BantuanhukumyangdikaitkandenganLegalAid
MenurutAdnanBuyungNasution,pengertianbantuanhukum disini
dimaksudkanadalahkhususbantuanhukumbagigolonganmasyarakatyang
berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populersimiskin,ukuran
kemiskinansampaisaatinimasihtetapmerupakanmasalahyangsulit
dipecahkan,bukansajabaginegara-negaraberkembangbahkannegara-
negarayangsudahmajupunmasihtetapmenjadimasalah.
2.BantuanhukumyangdikaitkandenganLegalAssistance
MenurutTodungMulyaLubis,LegalAsisstanceyangbiasanyapunya
13
BadanPembinaanHukum NasionalKementerianHukum & HAM RI,Jurnal
RechtsVindingMediaPembinaanHukum Nasional,Vol.2No.1,(Jakarta:2013),h.87.
htp://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/Ebook%20Ful%20JRV%20Vol%202%20No%201.pdf
(29Februari2016)
14
Muslem Ibnu,“PenerapanBantuanHukum diIndonesia”,BlogMuslem Ibnu,
htp://komhum.blogspot.co.id/2012/02/pendahuluan-selama-ini-yang-terjadi.html (18
September2015).
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konotasipelayananhukum atasjasahukum yangdilakukanolehAdvokat
kepadamasyarakatmampudantidakmampu.
Padalegalassistanceyangmengandungpengertianyanglebihluas
dariLegalaid,karenadisampingmenggunakandantujuanmemberikanjasa
bantuanhukumyanglebihtepatdenganpengertianyangkitakenalsebagai
profesiadvokatyangmemberibantuanhukum kepadayangmampudan
kepadarakyatmiskin.
3. BantuanhukumyangdikaitkandenganLegalService
Jikadihubungkandenganmasalahlitigasipengertianinisebenarnya
tidakmenggambarkanpengertianbantuanhukum,pengertianinidapat
diterima sebagai pelayanan hukum,bila bantuan hukum tersebut
berhubungan dengan konsultasihukum dan penyuluhan hukum yang
diberikankepadaanggotamasyarakatmampudantidakmampu.
MenurutYahya Harahap,Selain untuk menerapkan hukum dan
penghormatankepadahakyangdiberikanhukum untuksetiaporang,legal
servicesdan operasinya,lebih cenderung untukmenyelesaikan setiap
persengketaandenganjalanmenempuhcaraperdamaian.
Bantuanhukum merupakansuatudimensisosialyanglahirakibat
adanya ketimpangan sosialdan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak-hak masyarakatyang
24
dirugikan akibat tindakan melawan hukum guna menuntut hak-hak
sebagaimanamestinyamerupakanesensidarikeberadaanbantuanhukum.
DalamyuridiksiformalpengertianbantuanhukumdisebutkandalamPasal1
ayat(9)Undang-UndangAdvokatNomor18Tahun2003danPasal1ayat(1)
Undang-UndangBantuanHukumNomor16Tahun2011,yangberbunyi:
MenurutPasal1ayat(9)Undang-UndangNomor18Tahun2003
tentangAdvokatyangdimaksuddengan“BantuanHukumadalahjasahukum
yangdiberikanolehadvokatsecaracuma-cumakepadaklienyangtidak
mampu.”
15
Jadipengertianbantuanhukum menurutPasal1ayat(9)Undang-
UndangNomor18Tahun2003diatas,bahwabantuanhukumolehseorang
advokatyangdiberikankepadaseseorang(klien)secaracuma-cumadalam
haliniadalahpenunjukanolehhakimkarenaklienyangterbuktitidakmampu.
Halserupajugadisebutkandalam Pasal1ayat(1)Undang-Undang
Nomor16tahun2011TentangBantuanHukum,bahwaBantuanHukum
adalahjasahukum yangdiberikanolehPemberiBantuanHukum secara
cuma-cumakepadaPenerimaBantuanHukum.
16
Pada dasarnya maksud kedua pasaldiatas sama,akan tetapi
15
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor18Tahun2003TentangAdvokat,babI,
pasal1,ayat9.
16
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor16Tahun2011TentangBantuan
Hukum,(Jakarta:KementerianhukumdanHAM,2013),h.2.
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menggunakankalimatdanbahasapenulisanyangberbeda.Karenayang
dimaksuddenganbantuanhukum dalam keduapasaltersebutadalahjasa
hukum yang diberikan oleh advokat/pemberibantuan hukum kepada
klien/penerimabantuanhukumyangtidakmampusecaracuma-cumaatau
difasilitasiolehnegara.
Berdasarkanpenjelasandiatas,bantuanhukummemilikiasas,tujuan
dan fungsiserta macam-macam bentuk bantuan hukum yang akan
dijabarkansebagaiberikut:
1.Asas,TujuandanFungsiBantuanHukum
AsasbantuanhukumdiaturdalamPasal2Undang-UndangNomor16
Tahun2011tentangBantuanHukumberbunyi:
17
a.Keadilan;
Menempatkanhakdankewajibansetiaporangsecaraproporsional,
patut,benar,baik,dantertib.
b.Persamaankedudukandidalamhukum;
Setiaporangmempunyaihakdanperlakuanyangsamadidepan
hukumsertakewajibanmenjunjungtinggihukum
c.Keterbukaan;
17
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor16Tahun2011TentangBantuan
Hukum,h.4.
26
Memberikanakseskepadamasyarakatuntukmemperolehinformasi
secaralengkap,benar,jujur,dantidakmemihakdalammendapatkanjaminan
keadilanatasdasarhaksecarakonstitusional.
d.Efisiensi;
Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melaluipenggunaan
sumberanggaranyangada.
e.Efektivitas;dan
Menentukanpencapaiantujuanpemberianbantuanhukum secara
tepat.
f. Akuntabilitas
Setiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraanbantuan
hukumharusdapatdipertanggungjawabkankepadamasyarakat.
Berdasarkan Pasal3 Undang-Undang Nomor16 Tahun 2011
PenyelenggaraanBantuanHukumbertujuanuntuk:
1.MenjamindanmemenuhihakbagiPenerimaBantuanHukum(fakir
miskin)untuk mendapatkanakseskeadilan;
2.Mewujudkanhakkonstitusionalsegalawarganegarasesuaidengan
prinsippersamaankedudukandidalamhukum;
3.MenjaminkepastianpenyelenggaraanBantuanHukumdilaksanakan
secarameratadiseluruhwilayahNegaraRepublikIndonesia;dan
4.Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggung-jawabkan.
18
Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan
18
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor16Tahun2011TentangBantuan
Hukum,h.4.
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membentukgerakanuntukmenyusunkembalinegara,masyarakatdan
budaya.SementaraTodungMulyaLubismengatakanbantuanhukumadalah
konsepyangmencobamengaitkankegiatanbantuanhukumdenganupaya
merombaktatanansosialyangtidakadil.Jadisasarannyatidaklagisekadar
membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya,tetapilebih
mengutamakansengketayangmempunyaidampakstruktural.Bantuan
hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah tercapainya
perombakantatanansosial,sehinggaadapolahubunganyanglebihadil.
19
Artidantujuanbantuanhukumberbeda-bedadanberubah-ubah,bukan
sajadarisuatunegarakenegaralainnya,melainkanjugadarisatuzamanke
zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah
pertumbuhanprogrambantuanhukumtelahdilakukanolehMauroCappeleti,
daripenelitiantersebutternyatabantuanhukumkepadamasyarakatmiskin
telahdimulaisejakzamanRomawi.Daripenelitiantersebut,dinyatakan
bahwatiapzamanartidantujuanpemberianbantuanhukum kepada
masyarakatyangtidakmampuerathubungannyadengannilai-nilaimoral,
pandanganpolitikdanfalsafahhukumyangberlaku.
20
Padaawalnya,kegiatanbantuanhukumbertujuanuntukmendapatkan
19
YLBHI,PanduanBantuanHukumdiIndonesiaEdisi2014,(Jakarta:YLBHI,Yayasan
OborIndonesiadanAustralianAid,2014),h.417.
20
AdnanBuyungNasution,BantuanHukumdiIndonesia,(Jakarta:LP3ES,1988),h.4.
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pengaruhdarimasyarakat.Kemudianberubahmenjadisikapkedermawanan
(charity)untukmembantukaummiskin.
21
Selainitu,didalam lawasiaConferenceII(1973),terdapat3fungsi
bantuanhukumyaitusebagaisaranadalammemberikanpelayanankepada
masyarakatmiskinuntukmendapatkankemungkinanmelakukanpenuntutan
terhadapapayangmenjadihaknya,memberiinformasiagartimbulkesadaran
masyarakat,sertasebagaisaranauntukmengadakanpembaharuan.
22
2.Macam-MacamBantuanHukum
a.Bantuanhukumdalamperkaraperdata:
1.Pelayananperkaraprodeo
Adaduakomponenbiayadalam peradilan,yaitubiayajasaadvokat
danbiayaberacara.Biayaberacarasepertibiayapendaftaran,biayapanggilan,
dan biaya sidang.Jika seseorang menggunakan jasa advokatdalam
menyelesaikan perkaranya,dengan sendirinya harus membayar dua
komponenbiayatersebut.Sebaliknya,jikaseseorangtidakmampu,dengan
sendirinyadapatdibebaskandaribiaya(prodeo).
23
Prodeoadalahprosesberperkaradipengadilansecaracuma-cuma
21
YLBHI,PanduanBantuanHukumdiIndonesiaEdisi2014,h.462.
22
Dahlia, “Bab IV Pelaksanaan Program Kerja”, Blog Dahlia,
htp://liadahliablog.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.html(18september2015).
23
YLBHI&PSHK,PanduanBantuanHukumdiIndonesiaPedomanAndaMemahami
danMenyelesaikanMasalahHukumcet.1,(Jakarta:YayasanOborIndonesia,2009),h.37.
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dengandibiayainegaramelaluiDIPApengadilan.Pihakdapatmengajukan
gugatanpermohonanberperkarasecaracuma-cumadenganmelampirkan:
a) SuratKeteranganTidakMampu(SKTM)yangdikeluarkanolehkepala
desa/lurahyangmenyatakanbahwabenaryangbersangkutantidak
mampumembayarbiayaperkara,atau
b) SuratKeteranganTunjanganSosiallainnyasepertiKartuKeluargaMiskin
(KKM),KartuJaminanKesehatanMasyarakatmiskin,KartuProgram
KeluargaHarapan,atauKartuBantuanLangsungTunai(BLT).
c) Pemberianizinberperkarasecaraprodeohanyaberlakuuntukmasing-
masingtingkatperadilandantidakdapatdiberikanuntuksemuatingkat
peradilansekaligus.
2.Penyelenggaraansidangkeliling
Sidangkelilingadalahsidangyangdilaksanakansecaratetap(berkala)
atausewaktu-waktuolehpengadilandisuatutempatyangadadidalam
wilayahhukumnyatetapidiluartempatkedudukanpengadilan.Sidang
kelilingdapatdilaksanakandikantorpemerintahan(KantorKecamatan,KUA
Kecamatan,KantorDesa)ataugedunglainnya.
3.PosBantuanHukum(Posbakum)
Posbakum adalahruangyangdisediakanolehdanpadapengadilan
bagiadvokatpiketdalam memberikanlayananbantuanhukum kepada
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pemohonbantuanhukum untukpengisianformulirpermohonanbantuan
hukum,bantuanpembuatandokumenhukum,advisataukonsultasihukum,
memberirujukanlebihlanjuttentang pembebasanbiayaperkara,dan
memberikanrujukanlebihlanjuttentangbantuanjasaadvokat.
b.BantuanHukumdalamPerkaraPidana
1.PosBantuanHukum(Posbakum)
Posbakum adalahruangyangdisediakanolehdanpadapengadilan
bagiadvokatpiketdalam memberikanlayananbantuanhukum kepada
pemohonbantuanhukum untukpengisianformulirpermohonanbantuan
hukum,bantuanpembuatandokumenhukum,advisataukonsultasihukum,
memberirujukanlebihlanjuttentang pembebasanbiayaperkara,dan
memberikanrujukanlebihlanjuttentangbantuanjasaadvokat.
2.AdvokatPendamping
Advokatpendampingyangdimaksuddisiniadalahadvokatyang
ditunjukolehhakimdipersidanganmaupundarisuratkuasayangdiberikan
olehpenerimabantuanhukumsecaracuma-cuma(prodeo)dipengadilan.
Bagikeluarga terdakwa yang tidak mampu yang berperkara
dipengadilan,yangdikenaiancamandiatas5(lima)tahunpenjaraataulebih
31
yangtidakmemilikiadvokat/pengacara.Makapengadilanberkewajiban
menyediakanadvokatuntukmendampinginyadipersidangan.Pasalnya
sesuaidenganamanatUndang-UndangNomor8tahun1981,tentangHukum
AcaraPidana(KUHAP)Pasal56ayat(1)yangberbunyibagimerekayang
tidakmampuyangdiancamdenganpidanalimatahunataulebihyangtidak
mempunyaipenasehathukum sendiri,pejabatyangbersangkutanpada
semua tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasehathukumbagimereka.
Adapunmekanismepemberianbantuanhukumuntukperkarapidana
diPengadilanNegeriadalahsebagaiberikut:
1.MajelishakimmenetapkandanmenunjukAdvokatuntukmemberikan
jasa bantuan hukum dan membuatsuratkuasa khususguna
bertindakmewakili,mendampingi,membeladanmelakukantindakan
hukumlainnyauntukkepentinganterdakwaselakupemohonbantuan
hukum.PenetapandanpenunjukanAdvokatdiataswajibdilengkapi
dengan:
a.Suratkuasakhusus
b.Suratketerangantidakmampu(SKTM)darilurahataukepaladesa
setempatatau suratpenunjang sosiallainnya yang dibuatdan
ditandatanganipemohon bantuan hukum dan diketahuioleh ketua
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pengadilannegeri
2.BerdasarkanpenetapanpenunjukanAdvokatuntukmemberikanjasa
bantuanhukumtersebut,selanjutnyadikeluarkanpula:
a.Penetapanketuapengadilannegeriyangmemerintahkankuasapengguna
anggaranuntukmembayardanabantuanhukum kepadaadvokatyang
telahditunjukuntukmemberikanjasabantuanhukumkepadaterdakwa.
b.Panitera/sekretarispengadilannegeriselakukuasapenggunaanggaran
membuatsuratkeputusanpembebanandanabantuanhukumtersebutke
DIPApengadilan
3.Pencairan anggaran bantuan hukum kepadaAdvokatdilakukan
setelahperkaradiputusdipengadilannegeridenganmelampirkan:
a.Suratkuasa
b.Suratketerangantidakmampudarilurahataukepaladesasetempatatau
kartukeluargamiskin,jamkesmas,kartukeluarhaharapan,dansurat
penunjangsosiallainnyayangdibuatdanditandatanganipemohon
bantuanhukumdandiketahuiolehketuapengadilannegeri.
c.Penetapanmajelishakim untukpenunjukanadvokatyangmenjalankan
kuasapenerimabantuanhukum
d.Salinan/petikanputusanperkaratersebut.
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4.KomponenyangdibiayaidandibayarkandenganAnggaranDana
Bantuanhukum untukkepentinganterdakwa(pemohonbantuan
hukum)dalamprosespemeriksaandipengadilannegeriterdiridari:
Advokat,Saksi,SaksiAhlidanpenerjemah.
5.Anggarandanayangdialokasikanuntukempatkomponendiatas
merupakanbiayatransport.
6.Pengeluaran/pencairanuangolehbendaharapengeluaranpengadilan
negeriuntukbiayasaksi,atausaksiahliataupenerjemahtersebut
harusdilengkapidenganpenetapanmajelishakim dan/atauberita
acarapersidangansertamenandatanganikwitansitandabukti
pengeluaran.
7.Bendahara pengeluaran memcatat dan membukukan semua
pengeluarandalam bukuregisterkhususdanpenyimpananbukti-
buktiyangberkaitan.
C.DasarHukum BantuanHukum SecaraCuma-Cumadalam Peraturan
Perundang-Undangan
BerdasarkanPasal1ayat(3)Undang-UndangDasar1945yang
menyatakan“NegaraIndonesiaadalahNegarahukum”,makanegaraharus
menjaminpersamaansetiaporangdihadapanhukumsertamelindungihak
34
asasimanusia.Persamaandihadapanhukum memilikiartibahwasemua
orangmemilikihakuntukdiperlakukansamadihadapanhukum (equality
beforethelaw).Persamaanperlakuandihadapanhukumbagisetiaporang
berlakudengantidakmembeda-bedakanlatarbelakangnya(ras,agama,
keturunan,pendidikanatautempatlahir),untukmemperolehkeadilanmelalui
lembagaperadilan.
Bentukpersamaanperlakuandihadapanhukumadalahbahwasemua
orangberhakuntukmemperolehpembelaandariadvokatsesuaidengan
ketentuanperundang-undangan,sehinggatidakhanyaorangyangmampu
sajayangdapatmemperolehpembelaandariadvokat/penasehathukum
tetapijugafakirmiskinatauorangyangtidakmampujugadapathakyang
samadalamrangkamemperolehkeadilan(accesstojustice).
Padasaatitulahlembagabatuanhukumdibutuhkanmasyarakatuntuk
melayanidanmemperjuangkanhak-hakkeadilankhususnyabagimasyarakat
kurangmampu.karenakitatahubahwabiayayangharusdikeluarkanuntuk
pengacara professionalsangat mahal.Sedangkan masyarakat tidak
semuanyamampuuntukmembayarnyadanmerekasangatterbantudengan
adanyalembagabantuanhukum yangdapatmembantumerekasecara
prodeo atau gratis.Untuk mewujudkan komitmen pemerintah akan
pentingnyaLembagaBantuanHukum dimanahalitumerupakanwujud
pengalamanamanatkonstitusidanpemenuhanhakasasimanusia.
35
Hakmemperolehbantuanhukum bagisetiaporangyangtersangkut
suatuperkaramerupakansalahsatuhakasasimanusia.Hakdalam
memperolehbantuanhukum itusendiriperlumendapatkanjaminandalam
pelaksanaannya.
Pemberianbantuanhukum bagimasyarakattidakmampuyang
dilakukanolehOBHdidasarkanpadaketentuan-ketentuandibawahini:
1.Undang-UndangDasar1945
a.Pasal28Dayat(1)UUD1945bahwa:
Setiaporangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungan,dan
kepastianhukumyangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum.
24
Pasalinitelahmemberikanpengakuan,jaminan,perlindungandan
kepastianhukum yangadilbagisetiaporangtanpamembedakansuku,
agamaataukedudukanderajathidupnya.Termasukorangyangtidakmampu,
untukmendapatkanaksesterhadapkeadilanagarhak-hakmerekadapat
diwujudkandenganbaik.Posisidankedudukanseseorangdihadapanhukum
inimenjadisangatpentingdalammewujudkanrasakeadilanbagimasyarakat.
b.Pasal28Hayat(2),yangmenyebutkanbahwa:
Setiaporangberhakmendapatkemudahandanperlakuankhusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaatyang sama guna
24
RepublikIndonesia,Undang-UndangDasar1945,(Jakarta:SekretariatJenderaldan
KepaniteraanMahkamahKonstitusiRI,2011),h.47.
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mencapaipersamaandankeadilan.
25
Secarasubstantif,haltersebutdiatas,dapatdimaknaibahwajaminan
akses keadilan melaluibantuan hukum adalah perintah tegas dalam
konstitusi.Masyarakattidakmampudanawam hukum dalam mengajukan
perkaranyakepengadilanseringkalidihadapkanpadaaturandanbahasa
hukum yangterkadangkakudanproseduralbaikdalam tahapanlitigasi
ataupunnonlitigasisemuanyaharusdilakukansesuaidenganaturanhukum
itusendiriataujikatidakpermohonanataugugatanyangdiajukanakan
ditolakolehpengadilanpadahalbisajadihanyakarenatidakmemenuhiaspek
proseduralhukum.
26
c.Pasal34ayat(1)UUD1945ditegaskanbahwa“Fakirmiskindananak-
anakyangterlantardipeliharaolehnegara”.
27
BerdasarkanketentuanPasal34ayat(1)UUD1945tersebutnegara
mengakuihakekonomi,sosial,budaya,sipildanpolitikdarifakirmiskin.Atas
dasarpertimbangantersebut,fakirmiskinmemilikihakuntukdiwakilidan
dibelaolehadvokatbaikdidalammaupundiluarpengadilan(legalaid)sama
sepertiorangmampuyangmendapatkanjasahukum dariadvokat(legal
service)yangmerupakantugasdantanggungjawabnegaradanmerupakan
25
RepublikIndonesia,Undang-UndangDasar1945,h.51.
26
BadriahHarun,ProsedurGugatanPerdataCetakan Kedua,(Yogyakarta:Pustaka
Yustisia,2010),h.37.
27
RepublikIndonesia,Undang-UndangDasar1945,h.58.
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hakkonstitusional.
2.Undang-Undang
a.Undang-UndangNomor8Tahun1981TentangKitabUndang-Undang
HukumAcaraPidana(KUHAP)
Pasal56disebutkanbahwa:
(1)Dalam haltersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukantindakpidanamatiatauancamanpidanalimabelastahun
ataulebihataubagimerekayangtidakmampuyangdiancamdengan
pidanalimatahunataulebihyangtidakmempunyaipenasihathukum
sendiri,pejabatyangbersangkutanpadasemuatingkatpemeriksaan
dalam prosesperadilanwajibmenunjukpenasehathukum bagi
mereka,
(2)Setiappenasehathukumyangditunjukuntukbertindaksebagaimana
dimaksuddalam ayat(1),memberikanbantuannyadengancuma-
cuma.
28
b.KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana(KUHAP)
Pasal54KitabUndang-UndangHukum AcaraPidana(KUHAP)yang
berbunyi:
“Gunakepentinganpembelaan,tersangkaatauterdakwaberhak
mendapatbantuanhukumdariseorangataulebihpenasihathukum
selamadalamwaktudanpadasetiaptingkatpemeriksaan,menurut
tatacarayangditentukandalamundang-undangini.”
29
c.Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia
Pasal4menyebutkan:
Hakuntukhidup,hakuntuktidakdisiksa,hakkebebasanpribadi,
28
RepublikIndonesia,“Undang-UndangNomor8Tahun1981TentangKitabUndang-
UndangHukum AcaraPidana(KUHAP),dalam KUHP&KUHAP,(Bandung:CitraUmbara,
2007),h.206.
29
Pasal54KUHAP,KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana,(Bogor,Politeia,1997),
h.57-58.
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pikirandanharinurani,hakberagama,hakuntuktidakdiperbudak,
hakuntukdiakuisebagaipribadidanpersamaandihadapanhukum,
danhakuntuktidakdituntut.
d.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
Pasal56:
(1)Setiaporangyangtersangkutperkaraberhakmemperolehbantuan
hukum.
(2)Negaramenanggungbiayaperkarabagipencarikeadilanyangtidak
mampu.
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Pasal57:
(1)PadasetiapPengadilanNegeridibentukPosBantuanHukumkepada
pencarikeadilanyangtidakmampudalam memperolehbantuan
hukum.
(2)Bantuanhukum sebagaimanadimaksudpadaayat(1),diberikan
secaracuma-cumapadasemuatingkatperadilansampaiputusan
terhadapperkaratersebuttelahmemperolehkekuatanhukumtetap.
(3)Bantuanhukum danPosBantuanHukum sebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
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Berdasarkanuraiandiatas,makadisimpulkanbahwasetiaporangyang
tersangkutperkaraberhakmemperolehbantuanhukumdariseorangadvokat
Posbakum secara cuma-cuma bagimereka yang tidakmampu,guna
memperlancarpenyelesaianperkara.
e.Undang-UndangNomor49Tahun2009TentangPeradilanUmum.
Undang-UndangNomor2Tahun1986telahmengalamiperubahan
pertama menjadiUndang-Undang Nomor8 Tahun 2004,selanjutnya
30
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor48Tahun2009TentangKekuasaan
Kehakiman,babXI,pasal56.
31
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor48Tahun2009TentangKekuasaan
Kehakiman,babXI,pasal57.
39
mengalamiperubahankeduamenjadiUndang-UndangNomor49Tahun2009
tentangPeradilanUmum.
Pasal68Cyangberbunyi:
(1)Padasetiappengadilannegeridibentukposbantuanhukum untuk
pencarikeadilanyangtidakmampudalam memperolehbantuan
hukum.
(2)Bantuanhukum sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikan
secaracuma-cuma,kepadasemuatingkatperadilansampaiputusan
terhadapperkaratersebutmemperolehkekuatanhukumtetap.
(3)Bantuanhukum danposbantuanhukum sebagaimanadimaksud
padaayat(1)danayat(2)dilaksanakansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
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f. Undang-UndangNomor16Tahun2011TentangBantuanHukum
Pasal1ayat(1)menyebutkanbahwa“BantuanHukum adalahjasa
hukum yangdiberikanolehPemberiBantuanHukum secaracuma-cuma
kepadaPenerimaBantuanHukum”.
33
Secara garis besardalam Undang-Undang bantuan hukum ini
mengaturtatacarapemberianbantuanhukum secaracuma-cumakepada
PenerimaBantuanHukum yangdidalamnyaadalahorangataukelompok
orangmiskinyangmenghadapimasalahhukum.
3.PeraturanPemerintah
DidalamPasal1ayat(1)PeraturanPemerintahNomor42Tahun2013
32
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor49Tahun2009TentangPerubahan
KeduaAtasUndang-UndangNomor2Tahun1986TentangPeradilanUmum,Pasal68C.
33
RepublikIndonesia,Undang-UndangNomor16Tahun2011TentangBantuan
Hukum,(Jakarta:KementerianHukumdanHAM,2013),h.3.
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tentangSyaratdanTataCaraPemberianBantuanHukum danPenyaluran
DanaBantuanHukumdisebutkanbahwa“BantuanHukumadalahjasahukum
yangdiberikanolehPemberiBantuanHukum secaracuma-cumakepada
PenerimaBantuanHukum”.
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D.MetodologiHukumIslamMengenaiBantuanHukumSecaraCuma-Cuma
Didalam Al-Qur’andanHaditssecarategasjugadijelaskanbahwa
memberipertolongan (bantuan)antara manusia,dalam semua aspek
kehidupansangatdianjurkanterutamadalamperkara-perkarakebajikandan
sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk
mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Alah swt,halini
sebagaimanaAlahswtberfirmandalamQS.Al-Maidah/5:2.
Terjemahnya:
Dantolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan)kebajikandan
takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.BertakwalahkepadaAlah,sungguh,Alahamatberat
siksa-Nya.
35
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RepublikIndonesia,PeraturanPemerintahNomor42Tahun2013TentangSyarat
danTataCaraPemberianBantuanHukumdanPenyaluranDanaBantuanHukum,babI,pasal
1,ayat1.
35
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahnya(Bandung:SyaamilQuran.
2007),h.106.
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Ayatdi atasmenjelaskanbahwaAlahswtmemerintahkanpada
hamba-Nyayangberimanagarsalingtolongmenolongdalam melakukan
berbagaikebajikan.Danitulahyangdimaksuddengankataal-birr(kebaktian).
Dantolongmenolonglahkaliandalammeninnggalkanberbagaikemungkaran.
Daninilahyangdimaksuddengantakwa(dalamartisempit,yaknimenjaga
untuktidakmelakukankemungkaran).
36
AlahswtberfirmandalamQS.An-Nisa/4:135.
Terjemahnya
Wahaiorang-orangyangberiman!Jadilahkamupenegakkeadilan,
menjadisaksikarenaAlah,walaupunterhadapdirimusendiriatau
terhadapibu-bapakdankaumkerabatmu.Jikadia(yangterdakwa)kaya
ataupunmiskin,makaalahlebihtahukemaslahatan(kebaikannya).
Makajanganlahkamumengikutihawanafsukarenainginmenyimpang
darikebenaran.Danjikakamumemutarbalikkan(kata-kata)atau
engganmenjadisaksi,makaketahuilahalahmahatelititerhadapsegala
apayangkamukerjakan.
AyatdiatasmenjelaskanbahwaAlahswttelahmemerintahkanbagi
setiaporangyangberimanharusmenegakkankeadilandanmenjadisaksi
36
TimAhliTafsir,ShahihTafsirIbnuKatsirJilid3,(Jakarta:pustakaibnukatsir,2000),
h.13.
42
karena-Nya.Diantarabentukpenegakankeadilantersebutadalahbersikap
adildalam memberikanbantuanhukum dengantidakadanyadiskriminasi
apapunterhadapterdakwaataubagisetiaporangyangberperkaradi
pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin semuanya harus
diperlakukansama.
DariayatdiatastelahdijelaskanBahwatolongmenolongitusangat
dianjurkanolehAgamabaikpertolonganitudalam hal-halyangbersifat
keduniaanmaupundalamhal-halyangbersifatkeukhrawian,halinilahyang
mempengaruhipemberianbantuanhukum bagimasyarakatyangtidak
mampusecaraekonomismaupunsecarakeilmuan.
37
37
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahnya,h.100-101.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
Penelitianadalahsuatukegiatanilmiahyangdilakukandenganteliti
dan seksama guna memperoleh suatu kebenaran.Metode penelitian
merupakansuatukegiatanilmiahyangdidasarkanpadametode,sistematika
danpemikirantertentu,yang bertujuanuntukmempelajarisuatuatau
beberapagejalahukum tertentu,denganjalanmenganalisisnya.
1
Suatu
metodepenelitianakanmengemukakansecarateknistentangmetode-
metodeyangdigunakandalampenelitian.
2
Dalammelakukanpenelitianagar
terlaksana dengan maksimalmaka penelitian menggunakan beberapa
metodesebagaiberikut:
1.JenisdanLokasiPenelitian
JenispenelitianiniadalahPenelitianKualitatif,penelitiankualitatif
adalahsebagaisuatugambarankompleks,menelitikata-kata,laporan
terincidaripandanganresponden,danmelakukanstudipadasituasiyang
alami.Penelitian inibersifatdeskriptifpenelitian yang berusaha
mendeskripsikansuatugejala,peristiwa,kejadianyangterjadisaat
sekarang
3
untukmembuatpecandraansecarasistematis,faktual,dan
akuratmengenaifakta-fakta dan sifat-sifatpopulasiatau daerah
1
KhudzaifahDimyatidanKelikWardiono,MetodePenelitianHukum(Surakarta:
FakultasHukum,2004),h.1-2.
2
NoengMuhadjir,MetodePenelitianKualitatif(Yogyakarta:RakeSarasin,1998),h.3.
3
JuliansyahNoor,MetodologiPenelitian:Skripsi,Tesis,Disertasi,&KaryaIlmiah
(Jakarta:Kencana,2011),h.34.
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tertentu.
4
LokasiPenelitianakandilakukandiOrganisasiBantuanHukum
YayasanPatriotIndonesiadiMakassar.Lokasiinidipilihkarenasaya
melihatmasalahmasalahyangterjadidiYayasanPatriotIndonesia
setelahselamasatubulanmenjadiMahasiswaPraktekPekerjaLapangan
diYayasanPatriotIndonesiasehinggasayamemilihlokasitersebut.
2.PendekatanPenelitian
PendekatanPenelitianyangdilakukanpenelitiadalahpendekatan
penelitianhukumnormatif-empiris(appliedlawresearch),menggunakan
studikasushukum normatif-empirisberupaprodukperilakuhukum,
pokokkajiannyaadalahimplementasiUUnomor83tahun2008tentang
bantuanhukum secaracuma-cuma(PRODEO)olehorganisasibantuan
hukum Yayasan PatriotIndonesia diMakassar.Penelitian hukum
normatif-empiris(terapan)bermuladariketentuanhukumpositiftertulis
yangdiberlakukanpadaperistiwahukuminconcertodalammasyarakat,
sehinggadalampenelitiannyaselaluterdapatgabunganduatahapkajian,
yaitu:
5
a.Tahappertamaadalahkajianmengenaihukumnormatifyangberlaku.
b.Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna
mencapaitujuanyangtelahditentukan.Penerapantersebutdapat
diwujudkan melaluiperbuatan.Hasilpenerapan akan menciptakan
4
SumadiSuryabrata,MetodologiPenelitian(Jakarta:RajawaliPers,2013),h.75.
5
AbdulkadirMuhammad,Hukum danPenelitianHukum (Cet.I,Bandung:PTCitra
AdityaBakti,2004),h.52.
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pemahamanrealiasipelaksanaanketentuan-ketentuanhukum normatif
yangdikajitelahdijalankansecarapatutatautidak.
3.SumberData
Adaduasumberdatayangdigunakandalam penelitianini,yaitu
sumberdataprimerdansumberdatasekuder,adapunsumberdatayang
digunakanakandijelaskansebagaiberikut:
a.Dataprimeradalahdatayangmenjadirujukanutamadaripenelitian,
adapunyangmenjadidataprimeradalahhasilwawancara,dokumentasi
danobservasi.Adapunsumberdataprimerdalam penelitianiniakan
rujukpadaPasal54KUHAP,Pasal1ayat(9)Undang-UndangAdvokat
Nomor18Tahun2003danUndang-UndangNomor16Tahun2011
TentangBantuanHukum melaluiwawancaradariinforman.Adapun
informanyangakandiwawancaraiberjumlah5orang,yangterdirisebagai
berikut:
1)KetuaOBHYayasanPatriotIndonesiadiMakassar :1orang
2)Advokat :2orang
3)PenerimaBantuanHukum :2orang
TabelI
44
TentangInforman
NO INFORMAN SAMPEL KET
1 Ketua OBH Yayasan Patriot
IndonesiadiMakassar
1Orang
2 Advokat 2Orang
3 PenerimaBantuanHukum 2Orang
b.DataSekunder,antaralainberupawawancaralangsungpihak-pihakyang
terkait.
4.MetodePengumpulanData
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik
pengumpulandatayangakandigunakandalam penelitianiniadalah
penelitianlapangan(fieldresearch),dilakukandengancaramengunjungi
langsungkeobjekpenelitianyaituOBHYayasanPatriotIndonesiadi
Makassar.Penelitianinidilakukanmelaluiserangkaiankegiatanseperti:
a.Observasi,yaitumelakukanpengamatansecaralangsungpadaobjek
penelitianterhadapimplementasiUUnomor83tahun2008tentang
bantuanhukum secaracuma-cuma(PRODEO)olehorganisasibantuan
hukumYayasanPatriotIndonesiadiMakassar.
b.Wawancara,yaitumelakukantanya-jawab denganpihak-pihakyang
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berhubungandenganmasalahpenelitianyaituKetuaOBH Yayasan
PatriotIndonesia,Advokatdanpenerimabantunhukum.
5.InstrumenPenelitian
InstrumenPenelitianyangdipakaiuntukmemperolehdata-data
penelitiansaatsudahmemasukitahappengumpulandatadilapangan
adalahwawancara,dokumentasi,danobservasi.Instrumenpenelitian
inilahyangakanmenggalidatadarisumber-sumberinformasi.
6.TeknikPengolahandanAnalisisData
Dalampenulisanini,datayangdiperolehkemudiandikumpulkan
baiksecaraprimermaupunsekunder,dandianalisissecaramendalam.
Selanjutnya diajukan secara deskriptifyaitu dengan menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan
penyelesaiannyayangberkaitandenganpenulisanini.
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BABIV
PEMBAHASAN
A.GambaranUmumLokasiPenelitian
1.SejarahSingkatOrganisasiBantuanHukum (OBH)YayasanPatriot
IndonesiadiMakassar
OrganisasiBantuanHukum YayasanPatriotIndonesiadiMakassar
adalahperkumpulanyangberbasisanggotaindividualdanbersifatnon
-profityangdidedikasikanbagipemajuandanpembelaanhak-hak
manusiatanpamembedakansukuatauetnis,bahasa,agama,warna
kulit,genderdanorientasiseksual,statusdankelassosial,karirdan
profesimaupunorientasipolitikdanideologi.
1
OrganisasiBantuan Hukum Yayasan PatriotIndonesia wilayah
SulawesiSelatandidirikanpada11Mei2000diJakartamelaluiKongresyang
didirikansecaratimyangterdiridaribeberapaadvokatseniorsepertiLuhut
M.PPangaribuan,MulyanaW,Kusumah,Permadi,TrimedyaPanjaitan,
SyarifuddinSuddingdanparaadvokasilainnya.Advokattersebutterdiridari
berbagaikalanganyangmenjadikanOBHYayasanPatriotIndonesiasebagai
wadahperhimpunanbagisetiaporangyangpeduliterhadaphak-hakmanusia
1
Wikipedia,ProfilOBHYayasanPatriot.htp://www.obhyayasanpatriot.or.id/profil(30
Juni2017).
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untuksemua(humanrightsforal).
2
OBH Yayasan Patriot Indonesia terdaftar sebagai organisasi
perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta dan tersebar melalui
perhimpunanwilayahdengananggotalebih1.000orang.PBHItersebardari
beberapawilayahyangmencakupSumateraUtara,SumateraBarat,Lampung,
DKIJakarta,JawaBarat,Yogyakarta,JawaTengah,Bali,KalimantanBarat,
danSulawesiSelatan.
3
TerkhususKepemimpinanOBH YayasanPatriotIndonesiawilayah
SulawesiSelatanyangsekaranginiberalamatdiJl.ToddopuliRayaTimur
PermuhanIlmaGreenResidenceBlokDL1No.43danOBHYayasanPatriot
IndonesiainidiPimpinolehMisbahuddin,SE.,M.Si.,
SebagaikantorcabangdariOBHYayasanPatriotIndonesiamakaOBH
YayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesiSelatanmemilikivisimisiyang
samasebagaisebuahorganisasiperkumpulanyangmenginginkanpemajuan
danpembelaanhak-hakmanusiaterpenuhidanmemberikanbantuanhukum
secarasukarelaterhadaporang-orangyangkurangmampu.
2.VisidanMisiOBHYayasanPatriotIndoneisawilayahSulawesiSelatan
a.VisiOBHYayasanPatriotIndoneisawilayahSulawesiSelatan:
VisidariOBHYayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesiSelatan
2
Misbahuddin(46tahun),KetuaOBHYayasanPatriotwilayahSulawesiSelatan,
Wawancara,Makassar,23Juni2017.
3
Misbahuddin(46tahun),KetuaOBHYayasanPatriotwilayahSulawesiSelatan,
Wawancara,Makassar,23Juni2017.
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adalah Negara (state)menunaikan kewajibannya untuk menghormati,
melindungi,danmemenuhihak-hakmanusiayangmencakuphak-haksipil
danpolitikmaupunhak-hakekonomi,sosialdanbudaya.Implementasi
kewajibannegaratidakhanyaditempuhtanpadiskriminasi,namunjuga
afirmatifterhadapkelompokyanglemahdanyangmengalamidiskriminasi.
b.MisiOBHYayasanPatriotIndoneisawilayahSulawesiSelatan:
MisidariOBHYayasanPatriotIndoneisawilayahSulawesiSelatan
adalahmempromosikannilai-nilaiuniversalhak-hakmanusia,membelapara
korbanpelanggaran,sertamendidikanggotadancalonanggotasebagai
pembelahak-hakmanusia.Setiaporangharusdiperlakukansetaradalam
hukum danperlakuantanpapeduliasal-usuldanwarna.Setiapkorban
pelanggaranhak-hakmanusiamembutuhkanulurantangandansolidaritas.
Danuntukitupuladiperlukanpembelahak-hakmanusia.
4
4
Wikipedia,ProfilOBHYayasanPatriot.htp://www.obhyayasanpatriot.or.id/profil(30
Juni2017).
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3. StrukturPengurusYayasanPatriotIndonesiadiMakassar.
4.PengalamanOrganisasi OBH YayasanPatriotIndoneisawilayah
SulawesiSelatan
Pengalaman OrganisasiOBH Yayasan PatriotIndoneisa wilayah
SulawesiSelatansejakberdirihinggapadaperkembangannyatelahbeberapa
kalimelaksanakandanterlibatdalammelaksanakankegiatanatauprogram
yangberkaitandenganbantuanhukumsepertimelakukanpenyuluhanhukum
diLapas,melakukansosialisasibantuanhukumdanpenyuluhan hukumdi
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daerah-daerahmaupundikampus-kampusdansekolah-sekolahyangberada
diSulawesiSelatansertapenangananataupemberianbantuanHukumcuma-
cuma(Prodeo)Secaralangsungterhadapmasyarakattidakmampubaikitu
nonligitasimaupunligitasi.
5
B.PeranOBHYayasanPatriotIndonesiadiMakassardalam Beracara
SecaraCuma-Cuma
1.BerdasarkanhasilwawancaraterhadapSafrisalahsatuadvokatdi
OBHYayasanPatriotIndonesia,mengatakanbahwa:
6
OBHYayasanPatriotIndonesiamerupakanbagiandaripadahasil
kerjasamadenganKementrianHukumdanHamuntukmemberikan
layananbantuanhukum cuma-cumaterutamabagimasyarakat
miskinyangtidakmampumenyewapengacara.
OBH YayasanPatriotIndonesiainilebihkonsentrasidalam
bentukpenanganankasushukum secarapidana.MenurutSafri,
AdvokatOBH YayasanPatriotIndonesiayangseringmemberikan
bantuanhukumsecaraprodeobahwa:
BagaimanaperanOBHYayasanPatriotIndonesiadalammemberikan
bantuanhukum secaracuma-cumasayakirabegini,bukancuma
YayasanPatriotIndonesiayangmemberikanbantuanhukum secara
prodeo,melainkanada13jumlahnya,beberapadiantaranyaadalah
5
YusriYunus,(28tahun),SekertarisOBHYayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesi
Selatan,Wawancara,Makassar,24Juni2017.
6
Safri,AdvokatdiOBHYayasanPatriotIndonesia,Wawancara,Makassar,20Juni
2017.
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YLBHI,LBHMakassar,LBHAPIKdanmasihbanyaklagi.SemuaLBH
yang diberi wewenang oleh Kemenkumham berhak untuk
mendampingitersangkabaiksecaralitigasidannonlitigasi.
DariberbagaipenjelasantersebutterdapatbeberapaFungsidan
Perananlembagabantuanhukumadalahsebagaiberikut:
1.Publicservice(Pelayananpublik)
Sehubungandengankondisisosialekonomikarenasebagianbesar
darimasyarakatkitatergolongtidakmampuataukurangmampuuntuk
menggunakandanmembayarjasaadvokat,makaOrganisasiBantuanHukum
(OBH)memberikanjasa-jasanyadengancuma-cuma.
Begitupun dengan OBH Yayasan PatriotIndonesia diMakassar
sebagaisalahsatulembagabantuanhukumdalammemberikanperlindungan
hakkonstitusipadamasyarakatmiskinyangtidakmampudanmemerlukan
jasabantuanhukumdengancuma-cuma.TerkaitdenganperantersebutOBH
Yayasan PatriotIndonesia tentu menjadihalyang sangatdibutuhkan
masyarakat.
KetuaOBH YayasanPatriotIndoneisawilayahSulawesiSelatan
Misbahuddin,SE.,M.Si.,mengatakanbahwa:
7
7
Misbahuddin(46tahun),KetuaOBHYayasanPatriotIndoneisawilayahSulawesi
Selatan,Wawancara,Makassar,23Januari2017.
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OBH YayasanPatriotIndoneisamerupakansalahsatulembaga
bantuanhukumyangsiapmembantumasyarakatsecaragratisatau
cuma-cumadalammenanganikasus-kasushukum,danhinggasaatini
tidaksedikitjumlahmasyarakatyangtelahmendapatbantuanhukum
berupapendampingandariOBHYayasanPatriotIndonesiasehingga
merekadapatkeluardarimasalahhukumyangmenjeratnya.
Berdasarkan penjelasan tersebutdapatdisimpulkan bahwaOBH
YayasanPatriotIndoneisasebagaisalahsatulembagabantuanhukum(LBH)
sudahberperandalamprosespemberianbantuanhukumsecaracuma-cuma
(Prodeo).
2.Socialeducation(PendidikanSosial)
Socialeducationsangatberpengaruhdengankondisisosialkultural,
dimanalembagadengansuatuperencanaanyangmatangdansistematis
sertametodekerjayangpraktisharusmemberikanpenerangan-penerangan
danpetunjuk-petunjukuntukmendidikmasyarakatagarlebihsadardan
mengertihak-hakdankewajiban-kewajibannya menuruthukum.
SehubungandenganhaltersebutOBH YayasanPatriotIndonesia
wilayahSulawesiSelatantelahbeberapakalimelaksanakandanterlibat
dalammelaksanakankegiatanatauprogramyangberkaitandenganbantuan
hukumsepertimelakukanpenyuluhanhukumdiLapas,melakukansosialisasi
hukum didaerah-daerah serta OBH Yayasan PatriotIndonesia juga
melakukanpenyuluhanhukumdisalahsalahsatusekolahdiMakassaryaitu
diSMA3NegeriMakassar.
3.Practicaltraining(PelatihanPraktek).
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Fungsiinitidaklebihpentingbahkandiperlukanolehlembagadalam
mendekatkandirinyadanmenjagahubunganbaikdengansentrum-sentrum
ilmupengetahuanadalahkerjasamaantaralembagadanfakultas-fakultas
hukum setempat.Kerjasamainidapatmemberikankeuntungankepada
keduabelahpihak.Bagifakultas-fakultashukum lembagadapatdijadikan
tempatataulahanpraktekbagiparamahasiswahukum dalam rangka
mempersiapkandirinyamenjadisarjanahukum dimanaparamahasiswa
dapatmengujiteori-teoriyangdipelajaridengankenyataandankebutuhan-
kebutuhan dalam praktek sehingga dengan demikian sekaligus bisa
menambahpengalamanmereka.
4.Bimbingan/NasehatHukum
Bimbinganhukum diberikankepadasetiapindividuataukelompok
masyarakatyangmembutuhkannasehatataupengetahuanhukum untuk
semuajenisperkaraataukasusyangsedangdihadapi.
5.PemberiInformasiHukum
PemberiInformasiHukum mempunyaitugasmemberikaninformasi
yangterkaitdenganmasalahhukum danmelakukanpersiapanbahan
pemberianmaterihukumdanpenyuluhanhukum.
8
Penjelasandiatasmerupakanfungsidanperananlembagabantuan
hukum (LBH)secaraumum yangtelahdilaksanakanolehOBHYayasan
8
MuhammadDarry,fungsidanperananlembagabantuanhukum stuktural,htp//:
web.unair.ac.id/artikeldetail.(25juni2017).
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PatriotIndoneisaterkaitperannyasebagailembagapemberibantuanhukum
secara cuma-cuma terhadap masyarakatkurang mampu dan telah
terealisasikansesuaidenganUndang-Undang.
Adabeberapakategorikasusyangtidakdapatditanganiolehpihak
OBHYayasanPatriotIndonesiadiantaranyaadalahkasuspelanggarHak
Asasimanusia,pelakukejahatanlingkungan,pelakukorupsi,pelakunarkoba,
danpelakuasusila.SelaindaribeberapakategorikasusyangdisebutkanOBH
YayasanPatriotIndonesiadapatmembantumemberikanbantuanhukum
bagimasyarakat yang memerlukan bantuan hukum terutama bagi
masyarakatkurangmampubaikitusecaralitigasimaupunnonlitigasi.
DatayangpenyusunperolehdilapanganyanglakukandiKantorOBH
YayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesiSelatan,bahwasepanjangtahun
2015hinggasekarang,OBH YayasanPatriotIndonesiawilayahSuawesi
Selatansudahmenerimaberbagaijenispengaduankasus.Padatahun2015
sampaitahun2016selaluterjadipeningkatanjumlahkasusyangditangani
olehadvokatdiOBHYayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesiSelatan.
Tahun2015sebanyak25kasus,tahun2016sebanyak32kasusdanjumlah
kasuspadatahun2017yangditerima,dapatdilihatpadatabelberikut:
TABELI
JUMLAHPENGADUANYANGDITERIMAOLEH
ORGANISASIBANTUANHUKUMYAYASANPATRIOTINDONESIA
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WIAYAHMAKASSAR
No Tahun JumlahKasus Ket.
1. 2015 25
2. 2016 32
3. 2017 5
No NAMAKLIEN PASALYANGKENAKAN KETERANGA
N
1. Sulpidar Pasal363ayat(1)KUHPidana Amar
putusan 6
bulan
2. AndiMuhTajrin UUno.23tahun2004tentang
kdrt/pasal351 ayat(1)KUH
Pidana
Amar
putusan 1
tahun3bulan
56
3. Sirajuddin Pasal2ayat1uudaruratNo.12
thn1951
Amar
putusan 5
bulan15hari
4. Dg.Ati Pasal44ayat(1)UURIno.23
tahun 2004 tentang
penghapusankekerasandalam
rumahtangga
Amar
putusan
pidana
penjara 4
bulan15hari
5. LaluPrasjabudi Pasal49HurufaUURINo.23
tahun2004
Amar
putusan 5
bulan
Sumberdata:DokumenKantorOBH YayasanPatriotIndoneisaWilayah
SulawesiSelatantahun2017.
Rahayu,SH.,selakuKepalaDevisiAdvokasidanBantuanHukum,
mengatakanbahwa:
9
Adabeberapakasusyangditanganipadatahun2017ini,baikitu
kasusPidanamaupunkasusPerdata,tetapiselaindariyangtercantum
padatabeltersebutmasihadayangdalamprosespenangananperkara,
baikitupenangananperkaraPidanamaupunPerdata.
Selanjutnyapenyusunakanmengambarkansalahsatucontohkasus
9
Rahayu(28tahun),KepalaDevisiAdvokasidanBantuanHukumOBHYayasanPatriot
IndonesiawilayahSulawesiSelatan,Wawancara,Makassar,27Juni2017.
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daribeberapakasusyangtelahditanganiolehOBHYayasanPatriotIndonesia
wilayahSulawesiSelatan.
BerdasarkandatayangpenyusunperolehyaituKasusyangmenimpa
Perempuandengannama DG.ATIlahirdiMakassar,umur56tahun
beralamatdijalanpampangUtamaLr1kotaMakassaryangdituntuttelah
melakukantindakpidanaMelakukanperbuatankekerasanfisikdalam
lingkuprumahtanggasebagaimanadiaturdandiancampidanapasal44Ayat
(1) UU.RINo.23Tahun2004TentangPenghapusanKekerasandalam
RumahTangga.
Dalam kasusDg.AtiiniOBH YayasanPatriotIndonesiawilayah
SulawesiSelatan melibatkan 11 Pengacara untukmendampingidan
melakukanpembelaanhukum mulaidaritingkatPenyidikandikepolisian,
Kejaksaandansampaipengadilanyangdimanadalam SuratPerintah
PenahanandiKepolisiandidugatelahmelakukantindakpidanaKekerasan
dalamrumahtanggaPasal44UURINo.23Tahun2004tentangkekerasan
dalamrumahtanggayangkemudiandikuatkanolehsuratdakwaan Jaksa
PenuntutUmumdenganpasalyangsamasertaSuratTuntutandenganbunyi
menjatuhkanhukumanPidanaterhadapterdakwaDg.Atidenganpidana
penjaraselama7(Tujuh)Bulandikurangiseluruhnyadarimasapenangkapan
danpenahananyangtelahdijalaniterdakwadenganperintahTerdakwatetap
ditahan.KemudianparaAdvokatOBHYayasanPatriotIndonesiamenjawab
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denganNotaPembelaan(PLEDOI)yangisipembelaannyaberkesimpulandan
bermohonkepadaMajelisHakim yangmengadiliperkaraDg.Atiiniagar
kiranyaberkenanmemberikanputusanyangseadil-adilnyadenganhukuman
yangseringan-ringannyadenganpertimbanganTerdakwamengakuidan
menyesaliperbuatannyasehinggatidakmempersulitpemeriksaanperkara,
berjanjitidakakanmengulangilagiperbuatannya,danterdakwabelumpernah
dihukum,sertaterdakwatelahberumur56tahundanlanjutusia,mulai
merasakansakit-sakitanhinggaTerdakwamembutuhkanperawatanyang
rutindaripihakkeluargaataumedis,danjugaParaadvokatOBHYayasan
Patriot Indonesia bermohon agar kiranya Majelis Hakim dapat
mempertimbangkan dengan hatinuranihingga sisikemanusian,agar
terdakwadapatberkumpulkembalidengankeluarganyaatauapabilaMajelis
Hakim berpendapatlainmohonputusanyangseadil-adilnya(exaquoet
bono).
Selanjutnyaperkarapidanayangmenimpaperempuandengannama
Dg.AtisetelahmelaluiprosespersidanganakhirnyadiputuskanolehMajelis
HakimyangmemeriksadanmengadiliperkaraatasnamaPerempuanDg.Ati
inidenganamarputusanyangberbunyi:
1.MenyatakanTerdakwaDg.Ati,telahterbuktisecarasahdanmenyakinkan
bersalahmelakukantindakpidana“melakukanperbuatankekerasaanfisik
dalamlingkuprumahtangga”.
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2.MenjatuhkanPidanaatasdiriterdakwatersebutolehkarnaitudengan
Pidanapenjaraselama4(bulan)15(limabelas)hari.
3.MenetapkanlamanyaTerdakwaberadadalam tahanandikurangkan
seluruhnyadaripidanayangdijatuhkan.
4.MenetapkanTerdakwatetapditahan
5.Menyatakanbarangbuktiberupa:1(Satu)buahpancimasak,dirampas
untukdimusnahkan
6.Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayarbiaya perkara
sebesarRp.2000(DuaribuRupiah)
BerdasarkanAmarPutusanHakimtersebutmakaperempuandengan
namaDg.Atiinitinggalmenjalanihukuman6(hari)penahananlagisebelum
bebasdikarenakanpemotonganmasatahananyangtelahdijalanidanoleh
putusaniniparaAdvokadOBHYayasanPatriotIndonesiatidakmelakukan
TindakanBanding.
10
Selanjutnyapulacontohkasusnonlitigasiyangakansedikitpenyusun
singgungdisiniyaknikasuspendampinganmasyarakatdidaerahSekopada
tahun2016yangterdiridaribeberapakampungyangmenolakadanya
pembangkitlistrikdidaerahmereka,jugapendampinganmasyarakatpetani
10
Safri(28tahun),AdvokatOBHYayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesiSelatan,
tindakpidanaMelakukanperbuatankekerasanfisikdalamlingkuprumahtangga,Makassar,
Wawancara,20Juni2017.
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sawitdidaerahmamujuutarayangsekarangmenjadibagiandariprovinsi
Sulawesibaratmelawantindakansewenang-wenang salahsatutokoh
masyarakatterhadappetanisawitdanbeberapapendampinganlainnyadi
tingkatkepolisianmaupundalamhalmediasidiluaryangtidaksampaike
pengadilan.
DalambidangHAM,OBHYayasanPatriotIndonesiajugaberperanaktif
dalam penegakan Hak AsasiManusia.Dalam halini,Sultang,SH.
mengatakanbahwaOBHYayasanPatriotIndonesiasebagaisuatulembaga
seringkaliberadapalingdepandanbekerjasamadenganlembagalainnyadi
SulawesiSelatandalammeneriakkandanmemperjuangkanpenegakanHAM
diIndonesia.TerkhususdiSulawesiSelatanOBHYayasanPatriotIdonesia
seringkalimengadakantentangpenyuluhanHukummaupunHAMterhadap
masyarakat-masyarakatpinggiranataukurangmampubahkanpulatak
pernahluputturunAksiberbaurbersamaparademonstranpejuangHAM
padaperingatanhariHAMsedunia,jugadengantegasmenyatakanmenolak
AdanyaPenerapanhukumanMati.Menolakadanyakekerasaanfisikterhadap
tersangkaataupunterdakwaataudengankatalainsegalasesuatuyang
melanggarHAM makaOBHYayasanPatriotIndonesiatakpunyaalasan
untuktakmenentangnya.
11
BerdasarkananalisisdiatasdapatdiketahuibahwaOBHYayasan
11
Misbahuddin(36tahun),KetuaOBHYayasanPatriotIndonesiawilayahSulawesi
Selatan,Wawancara,Makassar,25Januari2017.
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PatriotIndonesiawilayahSulawesiSelatansebagaisalahsatulembaga
bantuanhukumsudahberperandalammemberikanbantuanhukumkepada
masyarakatkurangmampu,danmerupakansalahsatulembagabantuan
hukumyangmemperjuangkanpenegakanHAMdiIndonesia.
Pelaksanaanhukumdidalammasyarakatsangatlahbergantungpada
kesadaranhukumsuatumasyarakatdikarenakaniamenjadisubjekhukum.
Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga
tergantungdansangatditentukanolehpelaksanaanpenegakanhukumoleh
parapetugaspenegakhukum.Olehkarenanyabanyakperaturanhukumyang
tidakdapatterlaksanadenganbaikdikarenakanoknum penegakhukum
kurangpahamdalammelaksanakantugasdantanggungjawabnya.
12
Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban advokatdan harus
diperhatikandalammenanganisuatuperkaraadalahsebagaiberikut:
13
 Menjunjungtinggikodeetikprofesinya;
 Membimbingdanmelindungikliennyadaripetakaduniawidanukhrawi
agardapatmenemukankebenarandankeadilanyangmemuaskan
semuapihak,sesuaidengannilai-nilaihukum,moraldanagama;
 Membantuterciptanyaprosesperadilanyangsederhana,cepatdan
biayaringan,sertatercapainyapenyelesaianperkarasecarafinal;
12
Abdurrahman, AnekaMasalahDalamPraktekPenegakanHukumdiIndonesia,
Bandung:PenerbitAlumni,1980,h.14.
13
MuktiArto, MencariKeadilan(KritikSolusiterhadapPraktikPeradilanPerdatadi
Indonesia),Yogyakarta:PustakaPelajar,2001,h.133-134.
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 Menghormatilembagaperadilandanprosesperadilansesuaidengan
normahukum,agama,danmoral;
 Melindungikliennyadarikedzalimanpihaklaindanmelindunginyapula
dariberbuatdzalimkepadapihaklain;
 Memegangteguhamanahyangdiberikankliennyadenganpenuh
tanggungjawabbaikterhadapkliennya,dirisendiri,hukumdanmoral,
maupunterhadapTuhanYangMahaEsa.
 Memberikanlaporandanpenjelasansecaraperiodikkepadakliennya
mengenaitugasyangdipercayakanpadanya;
 Menghindarkandiridariberbagaibentukpemerasanterselubung
terhadapkliennya;
 Bersikapsimpatikdanturutmerasakanapayangdideritaolehkliennya
bahkanmengutamakankepentingankliennyadaripadakepentingan
pribadinya;
 Antarakuasahukum atauadvokatdengankliennyaharuslahterjalin
hubungansalingpercayadandapatdipercayasehinggatidaksaling
merugikandandirugikan.
 Melaksanakantugasprofesisebagaipemberijasahukum bertindak
jujur,adil,danbertanggungjawabberdasarkanhukumdankeadilan;
 Advokatjugaberkewajibanmemberikanbantuanhukumsecaracuma-
cumabagiklienyangtidakmampu,halinisesuaidengankeputusan
63
MahkamahAgungNo.5/KMA/1972tentanggolonganyangwajib
memberikanbantuanhukum.
KewenangandankekuatanAdvokatsebagaikuasahukum dariklien
bergantungpadaadaatautidaknyasuratkuasayangdilimpahkanpadanya.
Dalamlapanganhukumperdata,advokatbertindaksebagaiwakildariklien
secaralitigasidiPengadilanperdatadimulaisejakpendaftaranperkarake
kepaniteraansampaipadasidangdimukapengadilan.Begitupuladalam
lapanganhukum pidana,advokatbertindaksebagaiwakilklienmulaidari
tingkatpemeriksaan,penyidikanhinggadimukasidangpengadilan.
14
Selaindaripadaitu,advokatjugamempunyaiprinsipkerjayang
kemudiandisebutdandireduksimenjadikodeetikprofesiadvokat.Kodeetik
tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat dalam
menjalankanaktifitasnyasebagaipenasihathukum,kuasahukum maupun
penegakhukumsesuaidenganyangdisebutkandalampasal26UUNo.18
Tahun2003bahwa:
15
“Untukmenjagamartabatdankehormatanprofesiadvokatdisusun
kodeetikprofesiadvokatdanorganisasi advokat.Makaadvokatwajib
tundukdanmematuhikodeetikprofesiadvokatdanketentuantentang
DewanKehormatanOrganisasiAdvokat”.
Adapunkodeetikadvokatsebagaiwujudkepribadiandalam menjalankan
14
SukrisSarmadi, Advokat(LitigasidanNonLitigasiPengadilan),Bandung:Mandar
Maju,2009,h.111-113
15
Supriadi, EtikadanTanggungJawabProfesiHukumdiIndonesia,Jakarta:Sinar
Grafika,2006,h.87
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profesinyasebagaipemberijasalayananhukumyaitu:
16
1.Advokat dapatmenolakuntukmemberinasihatdanbantuanhukum
kepadasetiaporangyangmemerlukanjasahukumdan/ataubantuan
hukum dikarenakan tidak sesuai dengan keahliannya dan
bertentangandenganhatinuraninya;
2.Dalammelakukantugasnyatidakbertujuanuntukmemperolehmateri
sajatapilebihmengutamakantegaknyahukum,kebenarandan
keadilan;
3.Dalammenjalankanpraktekprofesinyaharusbebas,mandiridantidak
dipengaruhiolehsiapapun,danwajibmemperjuangkanhakasasi
manusia;
4.Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang
memerlukantanpamemandangagama,ras,suku,keturunan,maupun
keyakinanpolitiknya;
5.Advokattidakdibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat
merugikankebebasan,derajat,danmartabatnya;
6.Senantiasa menjunjung tingggiprofesiadvokatsebagaiprofesi
terhormat;
7.Apabila advokatdiangkatmenjadipejabatnegara maka tidak
dibenarkanmembukaprakteksebagaiadvokat.
16
Supriadi, EtikadanTanggungJawabProfesiHukumdiIndonesia,Jakarta:Sinar
Grafika,2006,h.87
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Dalam kodeetikprofesiadvokat,selainadakodeetikkepribadianadvokat
jugaterdapatkodeetikterkaithubungannyadenganklien(pasal4kodeetik
advokat)yaitu:
1. advokatharusmengutamakanpenyelesaiandenganjalandamai;
2.tidakdibenarkanmemberikanketeranganyangmenyesatkankliendan
tidakdibenarkanpulauntukmenjaminbahwaiaakanmemenangkan
perkara;
3.dalam menentukanhonorarium advokatharusmendasarkanpada
kemampuankliendantidakdibenarkanmembebanikliendengan
biayayangtidakperlu;
4.wajibmenjagarahasiaklienbahkansampaiberakhirnyahubungan
antaraadvokatdanklientersebut;
5.mementingkankepentingankliendiataskepentinganpribadinya;
Adapunkodeetikyangberhubungandengancarakerjaadvokat
khususnyadalam menanganiperkaraseorangadvokatharusmemegang
rahasiayangberkaitandenganrahasiajabatanyangmelekatpadadirinya.
17
Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh
prinsip EqualitybeforetheLaw yaknijaminan kesederajatan dihadapan
hukum danprinsip Presumptionofinnocene (Pradugatakbersalah)yakni
menganggapkliennyabenarberdasarkandatadaninformasiyangdiberikan
17
Ishaq, PendidikanKeadvokatan,Jakarta:SinarGrafika,2012,h.2.
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padanya.Prinsiptersebutdilaksanakanagardidalampembelaannya,seorang
Advokatberanimenjalankanprofesidanfungsinyadenganefektif.
PeranAdvokatdalamPenegakanHukumdiIndonesia
Penegakanhukummerupakanrangkaianprosespenjabarannilai,ide,
dancitauntukmenjadisebuahtujuanhukumyaknikeadilandankebenaran.
Nilai-nilaiyangterkandungdidalamnyaharuslahdiwujudkanmenjadirealitas
yangnyata.Eksistensihukum menjadinyatajikanilai-nilaimoralyang
terkandungdalamhukumdapatdimplementasikandenganbaik.
18
Penegakanhukum padaprinsipnyaharusmemberikanmanfaatatau
berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga
mengharapkanadanyapenegakanhukum dalam rangkamencapaisuatu
keadilan.Kendatipundemikiantidakdapatdipungkiri,bahwaapayang
dianggapberguna(secarasosiologis)belumtentuadil,jugasebaliknyaapa
yangdirasakanadil(secarafilosopis),belumtentubergunabagimasyarakat.
Padadasarnya,penegakanhukum dapatterlaksanadenganbaik
jikalauantaraunsurmasyarakatdanunsurpenegakhukumnyasaling
berkesinambungandalammenjunjungtinggiprinsipsertatujuanhukum.
Dariunsurpenegakhukumiaharusmemenuhisyaratformildansyarat
18
SatjiptoRaharjo, PenegakanHukumdiIndonesia(SuatuTinjauan
Sosiologis), Yogyakarta:GentaPublishing,2009,h.7.
67
materil.Syaratformilmenentukansahtidaknyakuasahukum sedangkan
syaratmaterilmenggambarkanapayangdilakukankuasahukum benar-
benarkehendakdarikliennya.Apabilaadaperbedaanantarapihakformildan
pihakmaterilmakayangdimenangkanadalahpihakmaterilyaituklien,
sebagaipihakyangberkepentingan.
19
Dalamketentuanpasal5ayat(1)UUAdvokatmenyatakanbahwa:
20
Statusadvokatsebagaipenegakhukummempunyaikedudukan
setaradenganpenegakhukum lainnyadalam upayamenegakkan
hukumdankeadilan.Namunstatusadvokatselainbermaknasebagai
penegakhukum,jugabemaknasebagaiprofesi.Olehkarenanyasering
terjadibenturan kepentingan antara keduanya.Apakah statusnya
sebagaipenegakhukumsamadenganpenegakhukumlainnya,ataukah
beda.Ketentuanpasal5UUAdvokattersebutmemangtelahmerinci
kedudukandanwewenangadvokatsebagaipenegakhukum.Akan
tetapi,timbulmasalah apakah advokat/pengacara hanya harus
membelakepentingankliensajasehinggawalaupundiatahubahwa
kliennyasalah,iaakanmelakukanapasajayangdibolehkanagar
putusanhakimtidakakanmerugikanklien,ataukahtugasadvokatsama
dengan tugas hakim atau penegak hukum lainnya yaitu untuk
menegakkanhukum demikepentinganumum denganmenyandang
predikatpenegakhukum.Sehinggakonsekuensinya,advokattidakboleh
membelakepentingankliensecaramembabibutakarenajugaharus
ikutmenegakkanhukum.
MenurutsebagianahlihasildarilokakaryaparaadvokatdiJakarta,
alternatifyangkedualahyangsesuaidengantugasuntukmenegakkanhukum
dankeadilanyangsesuaidenganketentuanUndang-UndangKekuasaan
Kehakimanpasal37UUNo.14tahun1970yangmenetapkanbahwadalam
19
MuktiArto, MencariKeadilan(KritikSolusiterhadapPraktikPeradilanPerdatadi
Indonesia),Yogyakarta:PustakaPelajar,2001,h.131-132.
20
DirektoratPembinaanBadanPeradilanAgama, LokakaryatentangPengacaraPada
BadanPeradilanAgama,Jakarta:1977,hlm.43.
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memberibantuanhukum pengacaramembantumelancarkanpenyelesaian
perkara.Yaitumembantuhakim dalam memutuskanperkaradengandata
daninformasiyangadapadanyayangdisampaikandimukapengadilan.
MenurutProf.Sudiknopengacaraatauadvokatkedudukannyasubjektif
karenaiaditunjukolehsalahsatupihakuntukmewakilinyadipersidangan
danpenilainyapunsangatsubyektifkarenaiaharusmembelakepentingan
kliennya.Akantetapiperludingatbahwafungsipokokseorangpengacara
adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan
menjunjungtinggipancasila,hukumdankeadilan.Disampingitujugasesuai
dengankodeetikadvokatbahwaadvokattidakharusmengutamakan
kepentingankliennyasajaakantetapilebihpadamengutamakantegaknya
hukum,keadilandankebenaran.
21
Masalahlaintimbuljikadihatdarifaktaempirisbahwasanyaadvokat
ataupegacaradalam menanganiperkarahanyamemahamiprofesinya
sebagaikuasahukumdarikliendanmengesampingkanprofesinyasebagai
salahsatuaparatpenegakhukum.Sehinggaiaakanmudahmenerimadalam
bentukapapunsuapdariklienbahkansampaimelakukanperjanjiandengan
aparatpenegakhukum lainnyasepertijaksadanhakim.Sehinggayang
dikedepankanbukanlahprinsipkebenarandankeadilantapikemenangan
dalam suatuperkara.Darisinimunculanggapanmasyarakatbahwahukum
21
MuktiArto, MencariKeadilan(KritikSolusiterhadapPraktikPeradilanPerdatadi
Indonesia),Yogyakarta:PustakaPelajar,2001,hlm.131-132
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dapatdimanipulasidandibeli.Sehinggakepercayaankepadaaparatpenegak
hukuminileburdengansendirinya.
Jika kita pandang darikacamata sosiologihukum,kita dapat
mengasumsikan bahwa ada dua faktoryang paling menonjolyang
mempengaruhiaparatpenegakhukum dalam menegakkanhukum yaitu
faktorinternaldaneksternal.Adapunfaktorinternalyangberasaldari
penegakhukum itusendiri.Salahsatucontoh,adanyakecenderungandari
aparatpenegakhukumdalammenegakanhukumberpedomanpadaUndang-
Undangsematasehinggamengesampingkannilai-nilaiyangberkembang
dalam masyarakat.Selanjutnyafaktoreksternalyangberasaldariluar
penegakhukum itusendirimisalnyaketikaterjadiperistiwahukum adanya
kecenderunganmasyarakatyangmenyelesaikandengancaranyasendiri
sepertihalnyapenyuapan.
22
Makadariituseharusnyaparaaparatpenegakhukummerenungkan
kembaliapaituetikaprofesihukum yangakhirnyaterejawantahkandalam
kodeetikprofesihukum.Agaradvokatataupengacaradapatmenjalankan
tugasprofesinyadenganbaik,kiranyaperlumemahamilalumengamalkan
apayangmenjadisumpahjanjinyaadvokat,yaitu:
23
22
Ishaq, PendidikanKeadvokatan,Jakarta:SinarGrafika,2012,hlm.53-56
23
MuktiArto, MencariKeadilan(KritikSolusiterhadapPraktikPeradilanPerdatadi
Indonesia),Yogyakarta:PustakaPelajar,2001,hlm.132
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“DemiAlahsayabersumpah/sayaberjanji:
 bahwasayaakanmemegangteguhdanmengamalkanPancasila
sebagaidasarnegaradanUndang-UndangDasarNegaraRepublik
Indonesia;
 bahwasayauntukmemperolehprofesiini,langsungatautidak
langsungdenganmenggunakannamaataucaraapapunjuga,tidak
memberikanataumenjanjikanbarangsesuatukepadasiapapunjuga;
 bahwasayadalammelaksanakantugasprofesisebagaipemberijasa
hukumakanbertindakjujur,adil,danbertanggungjawabberdasarkan
hukumdankeadilan;
 bahwasayadalammelaksanakantugasprofesididalamataudiluar
pengadilantidakakanmemberikanataumenjanjikansesuatukepada
hakim,pejabatpengadilanataupejabatlainnyaagarmemenangkan
ataumenguntungkanbagiperkaraKlienyangsedangatauakansaya
tangani;
 bahwasayaakanmenjagatingkahlakusayadanakanmenjalankan
kewajibansayasesuaidengankehormatan,martabat,dantanggung
jawabsayasebagaiAdvokat;
 bahwasayatidakakanmenolakuntukmelakukanpembelaanatau
memberijasahukum didalam suatuperkarayangmenuruthemat
sayamerupakan bagian daripadatanggung jawab profesisaya
71
sebagaiseorangAdvokat
Selain itu perlu dipahamibahwa hakikatperan advokatdalam
penegakanhukumbukanlahuntukmemenangkanperkarayangdihadapinya
akantetapiuntukmemperjuangkankebenarankeadilanbagiklien(pihakyang
berperkara)dikarenakanposisikliennyamasihtersangkayangmemerlukan
bantuanuntukmembuktikaniabersalahatautidak.
24
Disampingpembaharuandarisisipenegakhukumdalamhaliniadvokat,juga
perlupembenahandariunsurmasyarakatnya.Masyarakatsebagaipelaksana
hukum danpencarikeadilantidakseharusnyamembungkam paraaparat
penegakhukum demikepentingannya,termasukmembungkam pengacara
demimemenangkanperkarayangdihadapinya.
C.Faktor-faktorPenghambatOBHYayasanPatriotIndonesiadiMakassar
dalamberacarasecaracuma-Cuma
24
htp://advokatanda.blogspot.comdiaksestanggal25Juli2017pukul17.00WITA
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MenurutSafri,salahsatuAdvokatOBHYayasanPatriotIndonesiayang
seringmemberikanbantuanhukumsecaraprodeomenyatakanbahwa:
25
Sayarasafaktorpenghambatsecaraadministrasiselamainibisa
dikatakan tidakada,justru faktorpenghambatyang kerap kali
dirasakanolehadvokatadalahdalamhaldanarembes/pencairandana.
Secaragarisbesar,faktorpenghambatyangdapatdisimpulkanoleh
penyusunadalahdalam haldana.Hampirsebagianbesaradvokatyang
menanganiperkarasecaraprodeo,merasaterbebanidengansistemrembes
danayangdapatmerekaperolehsetelahperkaraselesai,dalam artijika
advokatmenanganiperkarasecaraprodeo,makasegalapengeluarandana
mulaidaripendampingantersangkaditingkatpenyidikanhinggaputusan
akhirbersumberdanapribadiadvokat,haliniyangmenjadisalahsatualasan
banyak advokatyang bersikap diskriminasidalam halpendampingan
terhadappenerimabantuanhukumsecaraprodeoini.Masihterkaitdengan
danayang menjadifaktorpenghambatlainnyaadalahanggaranyang
diberikanolehKemenkumham dibatasiperkasusnyahanyaRp.8.000.000,-
halinidirasatidaksebandingdengankinerjaadvokattersebut,belumlagijika
pendampinganyangdilakukanberadadiluardaerahdankembalilagiharus
menggunakandanapribaditerlebihdahulu.Faktorpenghambatlainnyayang
masihterkaitdengananggaran/danayangdirasasangatkuranginiadalah
25
Safri,AdvokatdiOBHYayasanPatriotIndonesia,Wawancara,Makassar,20Juni
2017.
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membatasiruanggerakadvokatdalammemberikanbantuanhukumsecara
maksimal,danainidirasatidakcukupuntukmembayarhonorarium dalam
menghadirkansaksiahlidipersidanganuntukbeberapakasus-kasustertentu
yangmembutuhkansaksiahli.
72
BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
1.Berdasarkanhasilpenelitianyangtelahdijelaskandiatas,Yayasan
PatriotIndonesia Makassardirasa telah cukup berperan dalam
memberikanbantuanhukum secaracuma-cumaatauprodeobagi
masyarakatterbuktidengansejumlahpengaduanyangditerimaoleh
YayasanPatriotIndonesiasepertiyangtelahdijelaskandiatas.Secara
garisbesarYayasanPatriotIndonesiadapatdikatakantelahmampu
memberikanbantuanhukumsecaragratisataucuma-cumadantelah
melaksanakanfungsidanperanannyasebagai lembagabantuan
hukum(LBH)sepertiperannyasebagaipublicservice,socialeducation,
practicaltraining,nasehathukum,bimbinganhukum,danpemberi
informasihukum
2.Faktor-faktoryangmenjadipenghambatdalammemberikanbantuan
secaracuma-cuma(Prodeo)yaitudalamhaldana.Hampirsebagian
besaradvokatyang menanganiperkara secara prodeo,merasa
terbebanidengansistem rembesdanayangdapatmerekaperoleh
setelahperkaraselesai,dalam artijikaadvokatmenanganiperkara
secara prodeo, maka segala pengeluaran dana mulai dari
73
pendampingantersangkaditingkatpenyidikanhinggaputusanakhir
bersumberdanapribadiadvokat.
B.ImplikasiPenelitian
1.Agarpemberianbantuanhukum secaraprodeodapatberjalan
dengan baik dan maksimaldalam pelayanannya,diperlukan
pembaharuandalam sistem perembesandanadariKementrian
HukumdanHamterkaitanggaranyangdisediakanuntuktiap-tiap
LBHdalammemberikanbantuanhukumsecaraprodeo.
2.Selainpersoalandana,perlujugadibenahidarisegipelayanan.
Sebaiknyaadastafyangmenjagadikantoruntukmemberikan
arahan kepada penerima bantuan hukum tentang tatacara
memperolehbantuanhukumsecaracuma-cuma.
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